
BU PATI PO H U W A TO

PROVINSI GORONTALO

M enim bang

Mengingat

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

: a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  keten tuan  Pasal 52 ayat (6) 

P eratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T ahun  2018 

ten tang  Pengelolaan Keuangan Desa, perlu m enetapkan

Peraturan  Bupati ten tang  Tata C ara Pengadaan B a ran g /Ja sa  

di Desa;

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana dim aksud 

dalam  h u ru f  a, perlu m enetapkan  Peraturan  B upati ten tang  

Tata Cara Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di Desa.

: 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tang

P em bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

P em bentukan  K abupaten  Bone Bolango d an  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ah u n  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269);

Menimbang : 

Mengingat 

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 32 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 
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3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaim ana te lah  d iubah  beberapa kali te rak h ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  2022 ten tan g  

P erubahan  kedua A tas U ndang- U ndang Nomor 12 T ahun  

2011 ten tan g  P em bentukan  P e ra tu ran  Perundang- 

u n d an g an  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2022 Nomor 143, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6801);

4. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 7, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaim ana telah d iubah dengan U ndang-undang 

Nomor 11 T ahun  2020 ten tang  Cipta Kerja Lem baran Negara 

Republik Indonesia T ahun  2020 Nomor 245, tam bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  

P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana  telah  

d iu b ah  beberapa  kali dan  yang te rak h ir dengan U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja 

Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 

245, tam b ah an  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573);

6. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2022 ten ta n g  H ubungan  

K euangan A ntara Pem erintah P u sa t d an  Pem erin tahan  

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 

Nomor 4, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757), 

  
  

  

      

 



7. Peraturan  Pem erintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang  

Peraturan  Pelaksanaan U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun 

2014 ten tang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaim ana telah 

d iubah  beberapa kali te rakh ir dengan Peraturan  Pem erintah 

Republik Indonesia Nomor 11 T ahun  2021 ten tang  B adan 

U saha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2021 Nomor 21, Tam bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623);

8. P era tu ran  Presiden Nomor 16 T ahun  2018 ten tang  

Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Pem erintah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2018 Nomor 33) sebagaim ana 

te lah  d iubah  dengan P era tu ran  Presiden Nomor 12 T ahun  

2021 ten tan g  P erubahan  A tas P eratu ran  Presiden Nomor 16 

T ahun  2018 ten tan g  Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Pem erintah 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2021 Nomor 

63);

9. P e ra tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tan g  Produk H ukum  D aerah (Berita Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036) sebagaim ana  telah 

d iubah  dengan P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

T ahun  2018 ten tang  P erubahan  A tas P era tu ran  Menteri 

Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten ta n g  Produk 

H ukum  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2018 Nomor 157);

10. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 114 T ahun  2014 

ten tang  Pedoman Pem bangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T ahun  2018 

ten tang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia T ahun  2018 Nomor 611);

12. P e ra tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 77 T ahun  2020 

ten tan g  Pedom an Teknis Pengelolaan K euangan D aerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 

1781);
P A RAF

10. 

11. 

12. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623), 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781), 

  

 



13. P era tu ran  Lem baga K ebijakan Pengadaan B a ra n g /Ja sa  

Pem erintah Nomor 12 T ahun  2019 ten tan g  Pedom an 

P en y u su n an  T ata  C ara Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 

1455).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA Dl DESA.

BAB i

KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D esa ad a lah  adalah  k esa tu an  m asy arak a t h u k u m  yang memiliki b a ta s  

w ilayah yang berw enang  u n tu k  m enga tu r dan  m en g u ru s u ru san  

pem erin tahan , kepentingan m asy arak a t se tem pat be rdasarkan  p ra k a rsa  

m asy arak a t, h ak  asal usu l, d a n /a ta u  h ak  trad isional yang d iaku i dan  

d ihorm ati dalam  sistem  p em erin tah an  Negara K esatuan  Republik 

Indonesia.

2. B upati ad a lah  B upati Pohuwato.

3. Lem baga Kebijakan Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Pem erintah yang  se lan ju tnya  

d isingkat LKPP ad a lah  lem baga Pem erintah yang bertugas 

m engem bangkan dan  m eru m u sk an  kebijakan Pengadaan B a ra n g /Ja sa  

Pem erintah.

4. Pem erin tahan  Desa ad a lah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  dan  

kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  pem erin tahan  Negara 

K esatuan  Republik Indonesia.

5. Pem erintah D esa ad a lah  K epala Desa d ib an tu  perangkat D esa sebagai 

u n s u r  penyelenggara Pem erin tahan  Desa.

6. A nggaran P endapatan  dan  Belanja Desa yang se lan ju tnya  d isebu t APB 

D esa ad a lah  ren can a  keuangan  tah u n a n  Pem erin tahan  Desa.

7. R encana Kerja Pem erin tah  D esa se lan ju tnya  d isebu t RKP D esa ad a lah  

pen jabaran  dari R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa u n tu k  

jan g k a  w aktu 1 (satu) tah u n .

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1455). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN 

BARANG/JASA DI DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1: Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB 

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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8. D okum en P elaksanaan  Anggaran yang se lan ju tnya  d isingkat DPA adalah  

dokum en yang m em uat rincian  setiap  kegiatan, anggaran  yang 

d ised iakan , d an  ren can a  penarikan  d a n a  u n tu k  kegiatan yang akan  

d ilak san ak an  b e rd asa rk an  kegiatan yang te lah  d ite tapkan  dalam  APB 

Desa.

9. Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di Desa yang  se lan ju tn y a  d iseb u t Pengadaan 

adalah  kegiatan  u n tu k  m em peroleh b a ra n g /ja sa  oleh Pem erintah Desa, 

baik d ilakukan  m elalui sw akelola d a n /a ta u  penyedia b a ra n g /ja sa .

10. M usyaw arah P erencanaan  P em bangunan  D esa yang  se lan ju tnya  d isebu t 

M usrenbangdes ad a lah  m usyaw arah  a n ta ra  B adan Perm usyaw aratan  

Desa, Pem erintah Desa, dan  u n su r  m asyarakat. yang d iselenggarakan oleh 

Pem erintah D esa u n tu k  m enetapkan  p rioritas, program , keg iatan , dan 

k e b u tu h a n  P em bangunan  D esa yang  d idanai oleh Anggaran P endapatan  

dan  B elanja Desa, sw adaya m asy arak a t Desa, d a n /a ta u  Anggaran 

P endapatan  d an  B elanja D aerah K abupaten.

11. Kewenangan Desa adalah  kew enangan yang dimiliki Desa m eliputi 

kew enangan b e rd asa rk an  h ak  a sa l-u su l, kew enangan lokal berskala  Desa, 

kew enangan yang d itugaskan  oleh Pem erin tah , Pem erin tah  D aerah 

Provinsi, a tau  Pem erin tah  D aerah K abupaten  se rta  kew enangan lain yang 

d itugaskan  oleh Pem erin tah , Pem erintah D aerah Provinsi, a tau  

Pem erintah D aerah  K abupaten sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  

p e rundang -undangan .

12. Kepala D esa ad a lah  p e jab a t Pem erintah D esa yang m em punyai wewenang, 

tu g as  dan  kew ajiban u n tu k  m enyelenggarakan rum ah  tangga desanya  dan  

m elak san ak an  tu g as  dari Pem erintah dan  Pem erintah D aerah.

13. Kepala U rusan  yang se lan ju tn y a  d iseb u t K aur ad a lah  perangkat Desa 

yang berk ed u d u k an  sebagai u n s u r  s ta f  sek re ta ria t D esa yang 

m en ja lankan  tu g as  P e laksana  Pengelolaan K euangan D esa (PPKD).

14. Kepala Seksi yang se lan ju tn y a  d isebu t Kasi ad a lah  perangkat D esa yang 

berkedudukan  sebagai p e lak san a  tek n is  yang m en ja lankan  Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan D esa (PPKD).

15. Tim Pelaksana  Kegiatan yang se lan ju tn y a  d isingkat TPK ad alah  tim  yang 

m em ban tu  K asi/K aur dalam  m elak san ak an  kegiatan  pengadaan  

b a ra n g /ja sa  yang k a ren a  sifat d an  jen isnya  tidak  d ap at d ilakukan  sendiri 

oleh K asi/K aur.

10. 

H1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 

Desa. 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan 

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, 

baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut 

Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, 

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang 

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). 

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). 

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang 

membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri 

oleh Kasi/Kaur. 

  

  

  

  

 



16. M asyarakat ad a lah  m asy arak a t D esa se tem pat d a n /a ta u  m asy arak a t desa 

sek ita r lainnya.

17. Penyedia B a ra n g /Ja sa  yang se lan ju tn y a  d isebu t Penyedia adalah  b ad an  

u sa h a  a tau  o rang  perorangan  yang m enyediakan b a ra n g /ja sa .

18. Pem belian langsung  ad a lah  m etode pengadaan  yang  d ilak san ak an  dengan 

ca ra  m em beli/m em bayar langsung  kepada  1 (satu) Penyedia tan p a  

perm in taan  penaw aran  te rtu lis  yang d ilakukan  oleh K asi/K au r a ta u  TPK.

19. Perm intaan  Penaw aran  ad a lah  m etode pengadaan  dengan 

m em beli/m em bayar langsung  dengan perm in taan  penaw aran  tertu lis  

paling sedikit kepada  2 (dua) Penyedia yang d ilakukan  oleh TPK.

20. Lelang adalah  m etode pem ilihan Penyedia u n tu k  sem ua pekerjaan  yang 

d ap a t d iiku ti oleh sem ua  Penyedia yang m em enuhi syarat.

21. Sw akelola ad a lah  ca ra  m em peroleh b a ra n g /ja sa  dengan d ikerjakan  sendiri 

oleh TPK d a n /a ta u  m asy arak a t setem pat.

22. A parat Pengaw as ln te ren  Pem erintah yang  se lan ju tnya  d isingkat APIP 

ad a lah  a p a ra t yang m elakukan  pengaw asan m elalui au d it, reviu, 

p e m an tau an , evaluasi, d an  kegiatan pengaw asan lain te rh ad ap  

penyelenggaraan tu g as  d an  fungsi Pem erintah.

23. Pem binaan Pengadaan ad a lah  kegiatan  yang m eliputi proses 

pem ben tukan  p e ra tu ran  b u p a ti/w a lik o ta , konsu ltas i dan  bim bingan 

tek n is  Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

M aksud d iberlakukannya  P e ra tu ran  B upati ini adalah  u n tu k  m em berikan

p en g a tu ran  bagi Pem erintah D esa dalam  m elaksanakan  Pengadaan yang

dibiayai dengan d a n a  APB Desa.

Pasal 3

T ujuan  d iberlakukannya  P e ra tu ran  B upati ini ad a lah  agar pengadaan  

d ilakukan  sesu a i dengan ta ta  kelola yang baik  d an  sesua i dengan  prinsip- 

prinsip  pengadaan.
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16. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa 

sekitar lainnya. 

17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan 

usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa. 

18. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan 

cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa 

permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/ Kaur atau TPK. 

19. Permintaan Penawaran adalah metode pengadaan dengan 

membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis 

paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK. 

20. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang 

dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat. 

21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri 

oleh TPK dan/atau masyarakat setempat. 

22. Aparat Pengawas Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 

23. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses 

pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan bimbingan 

teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 

pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang 

dibiayai dengan dana APB Desa. 

Pasal 3 

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan 

dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip- 

prinsip pengadaan. 
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BAB III

TATA NILAI PENGADAAN 

P a s a l4

Pengadaan m enerapkan  p rin sip -p rin sip  sebagai berikut:

a. efisien, berarti Pengadaan h a ru s  d iu sa h ak a n  dengan m enggunakan  d an a  

dan  daya yang  m inim um  u n tu k  m encapai k u a lita s  dan  sa sa ra n  dalam  

w ak tu  yang d ite tapkan  a ta u  m enggunakan  d a n a  yang telah  d ite tapkan  

u n tu k  m encapai hasil dan  sa sa ra n  dengan k u a lita s  yang m aksim um ;

b. efektif, berarti Pengadaan h a ru s  sesua i dengan k e b u tu h a n  dan  sasa ran  

yang telah  d ite tapkan  se rta  m em berikan  m anfaat yang  sebesar-besarnya;

c. tra n sp a ra n , berarti sem ua  k e ten tu an  dan  inform asi m engenai Pengadaan 

bersifa t je la s  dan  dapat. d iketahu i secara  lu a s  oleh m asy arak a t dan  

Penyedia yang berm inat;

d. te rb u k a , berarti Pengadaan d ap a t diikuti oleh sem ua  Penyedia B a ra n g /Ja sa  

yang m em enuhi p e rsy a ra tan /k rite r ia  te rten tu  b e rd asa rk an  k e ten tu an  dan  

p ro sed u r yang  jelas.

e. pem berdayaan  m asyarakat, b e ra rti Pengadaan h a ru s  d ijad ikan  sebagai 

w ah an a  pem belajaran  bagi m asy arak a t u n tu k  d ap a t m engelola 

pem bangunan  desanya;

f. gotong-royong, berarti penyediaan ten ag a  kerja  oleh m asy arak a t dalam  

p e lak san aan  keg iatan  pem bangunan  di desa;

g. bersaing , berarti Pengadaan h a ru s  d ilakukan  m elalui persaingan  yang 

se h a t di a n ta ra  sebanyak  m ungkin  Penyedia yang se ta ra  d an  m em enuhi 

persy a ra  tan ;

h. adil, berarti m em berikan  p e rlak u an  yang sam a  bagi sem ua calon Penyedia 

dan  tidak  m engarah  u n tu k  m em beri k e u n tu n g a n  kepada  p ihak  terten tu ; 

dan

i. akun tabel, berarti h a ru s  sesuai dengan a tu ra n  d an  ke ten tu an  yang  terkait. 

dengan  Pengadaan sehingga d a p a t d ipertanggungjaw abkan.

Para p ihak  yang terliba t dalam  p e lak san aan  Pengadaan h a ru s  m em atuh i e tika  

sebagai b e rik u t :

a. m elaksanakan  tu g a s  secara  tertib , d iserta i ra sa  tanggung  jaw ab  u n tu k  

m encapai sa sa ra n , ke lancaran , d an  ke tepatan  tu ju an  Pengadaan;

Pasal 5

BAB III 

TATA NILAI PENGADAAN 

Pasal 4 

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam 

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum: 

efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, 

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan 

Penyedia yang berminat, 

terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa 

yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas. 

pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai 

wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 

pembangunan desanya, 

gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, 

bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang 

sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi 

persyaratan, 

adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, 

dan 

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 5 

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika 

sebagai berikut : 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan, 
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b. bekerja  secara  profesional, m andiri, d an  m enjaga k e rah asiaan  inform asi 

yang m e n u ru t sifatnya h a ru s  d irah asiak an  u n tu k  m encegah penyim pangan 

Pengadaan;

c. tidak  saling m em pengaruhi ba ik  langsung  m au p u n  tidak  langsung  yang 

b e rak ib a t persaingan  u sa h a  tid ak  sehat;

d. m enerim a dan  bertanggung  jaw ab  a ta s  segala k ep u tu san  yang d ite tapkan  

sesuai dengan  k esep ak a tan  te rtu lis  p ihak  yang terkait;

e. m enghindari d an  m encegah te ijad inya  perten tangan  kepentingan pihak 

yang terka it, baik  secara  langsung  m au p u n  tidak  langsung, yang berak ibat 

persaingan  u sa h a  tidak  se h a t dalam  Pengadaan;

f. m enghindari dan  m encegah pem borosan  dan  kebocoran k euangan  desa;

g. m enghindari dan  m encegah penyalahgunaan  wew enang d a n /a ta u  kolusi; 

dan

h. tidak  m enerim a, m enaw arkan , a ta u  m enjan jikan  u n tu k  m em beri a tau  

m enerim a had iah , im balan , kom isi, rab a t, d an  ap a  sa ja  dari a ta u  kepada 

s iap ap u n  yang d iketahu i a ta u  p a tu t d iduga berka itan  dengan Pengadaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGADAAN 

Pasal 6

(1) Pengadaan m erupakan  pe laksanaan  kew enangan desa yang  kegiatan  dan  

anggarannya  bersum ber dari APB Desa.

(2) Kewenangan d esa  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilak sanakan  

b e rd asa rk an  p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 7

(1) P engadaan  m engu tam akan  peran  se rta  m asy arak a t m elalui Swakelola 

dengan m em aksim alkan  pem aan faatan  sum ber daya yang ada  di Desa 

secara  gotong-royong dengan m elibatkan  partis ipasi m asy arak a t dengan 

tu ju a n  m em perluas kesem patan  kerja  dan  pem berdayaan  m asy arak a t 

setem pat.

(2) Dalam hal Pengadaan tidak  d ap a t d ilakukan  secara  Sw akelola m aka 

Pengadaan d ap a t d ilakukan  m elalui Penyedia baik  sebagian m aupun  

se lu ruhnya.
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(2) 

(1) 

(2) 

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi 

yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 

Pengadaan, 

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat: 

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait: 

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak 

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan: 

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa, 

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi: 

dan 

tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan. 

BAB IV 

RUANG LINGKUP PENGADAAN 

Pasal 6 

Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan 

anggarannya bersumber dari APB Desa. 

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola 

dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di Desa 

secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan 

tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat 

setempat. 

Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka 

Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun 

seluruhnya. 

  

    

  

 



Pasal 8

Pengadaan m elalui Penyedia d ap a t d ilakukan  untuk:

a. m endu k u n g  Sw akelola; a tau

b. kegiatan yang  tidak  d ap a t d ilak san ak an  dengan swakelola

BAB V 

PARA PIHAK 

Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam  Pengadaan 

Pasal 9

Para p ihak  dalam  Pengadaan terd iri dari:

a. Kepala Desa;

b. K asi/K aur;

c. TPK;

d. M asyarakat; dan

e. Penyedia.

Bagian Kedua 

Kepala Desa 

Pasal 10

T ugas Kepala Desa dalam  Pengadaan adalah:

a. m enetapkan  TPK hasil M usrenbangdes;

b. m engum um kan  P erencanaan  Pengadaan yang  ada  di dalam  RKP Desa 

sebelum  d im ulainya p roses Pengadaan p ad a  ta h u n  anggaran  beija lan ; dan

c. m enyelesaikan perselisihan  a n ta ra  K asi/K aur dengan TPK, dalam  hal 

terjad i perbedaan  pendapat.

Bagian Ketiga

Kepala S eksi/K epala  U rusan  

Pasal 11

( 1)

(2 )

K asi/K aur m engelola Pengadaan u n tu k  kegiatan  sesuai b idang tugasnya. 

T ugas K asi/K aur dalam  m engelola Pengadaan :

Pasal 8 

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk: 

a. mendukung Swakelola, atau 

b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola 

BAB V 

PARA PIHAK 

Bagian Kesatu 

Para Pihak Dalam Pengadaan 

Pasal 9 

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari: 

a. Kepala Desa, 

b. Kasi/Kaur, 

TPK, 

d. Masyarakat: dan 

e. Penyedia. 

Bagian Kedua 

Kepala Desa 

Pasal 10 

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah: 

a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes, 

b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa 

sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan, dan 

c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal 

terjadi perbedaan pendapat. 

Bagian Ketiga 

Kepala Seksi/ Kepala Urusan 

Pasal 11 

(1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. 

(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan : 

  

  

      

 



a. m ene tapkan  dokum en p ers iap an  Pengadaan;

b. m enyam paikan  dokum en pers iapan  Pengadaan kepada TPK;

c. m elakukan  Pengadaan sesu a i dengan am bang  b a ta s  nilai yang 

d ite tap k an  M usrenbangdes;

d. m en an d a tan g an i buk ti tran sak si Pengadaan;

e. m engendalikan  p e lak san aan  Pengadaan;

f. m enerim a hasil Pengadaan;

g. m elaporkan pengelolaan Pengadaan sesu a i b idang tu g asn y a  kepada 

Kepala Desa; dan

h. m enyerahkan  hasil Pengadaan pada  kegiatan  sesua i bidang tu g asn y a  

kepada  Kepala D esa dengan berita  aca ra  penyerahan.

(3) K asi/K aur d ilarang  m engadakan  ik a tan  perjanjian  a tau  m enandatangan i 

su ra t perjanjian  dengan  Penyedia apab ila  anggaran  belum  tersed ia  a tau  

anggaran  yang tersed ia  tidak  m encukupi.

(4) K aur K euangan tidak  boleh m enjabat sebagai pengelola Pengadaan 

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1).

Bagian Keempat 

Tim Pelaksana  Kegiatan 

Pasal 12

(1) TPK terdiri dari u n s u r  :

a. Perangkat Desa;

b. Lem baga K em asyarakatan  Desa; dan

c. M asyarakat.

(2) TPK d ite tap k an  dengan ju m lah  personil m inim al 3 (tiga) orang.

(3) B erdasarkan  pertim bangkan  kom pleksitas Pengadaan, personil TPK d apat 

d itam bah  sepan jang  berjum lah  gasal.

(4) O rganisasi TPK terdiri a tas:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(5) T ugas TPK dalam  Pengadaan adalah:

a. m elak san ak an  Swakelola;

b. m enyusun  dokum en Lelang;
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a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan, 

b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK, 

c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang 

ditetapkan Musrenbangdes, 

d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan: 

e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan, 

menerima hasil Pengadaan, 

g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada 

Kepala Desa, dan 

h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya 

kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan. 

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani 

surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau 

anggaran yang tersedia tidak mencukupi. 

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Keempat 

Tim Pelaksana Kegiatan 

Pasal 12 

(1) TPK terdiri dari unsur : 

a. Perangkat Desa, 

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan 

c. Masyarakat. 

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang. 

(3) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat 

ditambah sepanjang berjumlah gasal. 

(4) Organisasi TPK terdiri atas: 

a. Ketua, 

b. Sekretaris, dan 

Cc. Anggota. 

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah: 

a. melaksanakan Swakelola, 

b. menyusun dokumen Lelang, 
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c. m engum um kan d an  m elak san ak an  Lelang u n tu k  Pengadaan m elalui 

Penyedia;

d. m em ilih dan  m en e tap k an  Penyedia;

f. m em eriksa d an  m elaporkan hasil Pengadaan kepada  K asi/K aur; dan

g. m engum um kan hasil kegiatan  dari Pengadaan.

(6) K husus u n tu k  pekerjaan  konstruksi yang d ilak san ak an  secara  Swakelola 

d itu n ju k  penanggung jaw ab  tek n is  pekerjaan  dari anggota TPK yang 

m am pu dan  m em aham i tek n is  k eg ia tan /p ek erjaan  konstruksi.

(7) TPK d ap a t d iberikan  honor sebesar 0 .5  % dari nilai keg iatan  yang 

d ilak sanakan .

Bagian Kelima 

M asyarakat 

Pasal 13

Peran se rta  m asy arak a t dalam  Pengadaan sebagai beriku t, n am u n  tidak  

te rb a ta s  p ad a  :

a. berpartis ipasi dalam  p e lak san aan  kegiatan  Swakelola; dan

b. berperan  ak tif dalam  pengaw asan te rh ad ap  p e lak san aan  Pengadaan.

Bagian Keenam 

Penyedia 

Pasal 14

(1) Penyedia di D esa m em enuh i p e rsy ara tan  sebagai beriku t :

a. memiliki NPWP;

b. memiliki S u ra t Izin;

c. memiliki tem p a t/lo k as i u sah a ;

d. memiliki su m b er daya m anusia , m odal, p e ra la tan  dan  fasilitas lain yang 

d iperlukan  dalam  Pengadaan;

e. memiliki k em am puan  u n tu k  m enyed iakan  b a ra n g /ja sa  yang 

d ib u tu h k an ;

f. k h u su s  u n tu k  pekerjaan  konstruksi, m am pu m enyediakan tenaga ahli 

d a n /a ta u  p era la tan  yang  d iperlukan  dalam  pe laksanaan  pekerjaan;

g. b u k a n  Kepala Desa, Perangkat D esa, d an  Anggota BPD; dan

h. b u k a n  su a m i/is te r i dari Kepala Desa, Perangkat D esa, dan  Anggota

BPD.
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c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui 

Penyedia, 

d. memilih dan menetapkan Penyedia, 

f. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/ Kaur, dan 

g. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. 

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola 

ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang 

mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi. 

(7) TPK dapat diberikan honor sebesar 0.5 Yo dari nilai kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Bagian Kelima 

Masyarakat 

Pasal 13 

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak 

terbatas pada : 

a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola, dan 

b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan. 

Bagian Keenam 

Penyedia 

Pasal 14 

(1) Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki NPWP, 

b. memiliki Surat Izin, 

c. memiliki tempat/lokasi usaha, 

d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 

diperlukan dalam Pengadaan, 

e. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang 

dibutuhkan: 

f. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli 

dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, 

g. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan 

h. bukan suami/isteri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota 

BPD. 
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(2) K etentuan  sebagaim an d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, h u ru f  b, d an  h u ru f 

c d ikecualikan  u n tu k  tu k an g  batu , tu k an g  kayu, dan  sejenisnya.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN 

Pasal 15

(1) P erencanaan  Pengadaan d ilakukan  pada  sa a t pen y u su n an  RKP Desa.

(2) P erencanaan  Pengadaan sesu a i dengan RKP Desa meliputi:

a. jen is  kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;

d. biava;

e. sa sa ran ;

f. w aktu  p e laksanaan  kegiatan;

g. p e lak san a  kegiatan anggaran;

h. tim  yang  m elak san ak an  kegiatan; dan

i. rincian  sa tu a n  harga  u n tu k  kegiatan  pengadaan  yang akan  d ilakukan.

(3) Hasil P erencanaan  Pengadaan sebagaim ana yang d im aksud  p ad a  ayat (2) 

d ituangkan  dalam  Berita Acara hasil M usrenbangdes p ad a  sa a t 

p en y u su n an  RKP Desa.

(4) P erencanaan  Pengadaan m enjadi acuan  dalam  pen y u su n an  R encana 

Kegiatan dan  Anggaran D esa d an  R encana Keija Kegiatan Desa.

Pasal 16

(1) Hasil p e ren can aan  Pengadaan yang ad a  di dalam  RKP D esa d ium um kan  

oleh Kepala D esa m elalui m edia inform asi yang m u d ah  d iakses oleh 

M asyarakat, sek u rang -ku rangnya  pada  p ap an  pengum um an  Desa.

(2) Pengum um an p e ren can aan  pengadaan  paling sedik it m em uat :

a. n am a kegiatan;

b. nilai pengadaan;

c. jen is  pengadaan;

d. k e lu a ra n /o u tp u t (terdiri dari volume dan  sa tuan );

e. n am a TPK;

f. lokasi; dan

g. w aktu  pe laksanaan .

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf 

c dikecualikan untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. 

BAB VI 

PERENCANAAN PENGADAAN 

Pasal 15 

Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa. 

Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi: 

a. jenis kegiatan, 

b. lokasi, 

c. volume, 

d. biaya, 

e. sasaran, 

f. waktu pelaksanaan kegiatan, 

g. pelaksana kegiatan anggaran, 

h. tim yang melaksanakan kegiatan, dan 

rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. pu
t»

 

Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat 

penyusunan RKP Desa. 

Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa. 

Pasal 16 

Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan 

oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh 

Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa. 

Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat : 

a. nama kegiatan, 

b. nilai pengadaan, 

c. jenis pengadaan, 

d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan), 

e. nama TPK, 

lokasi, dan 

g. waktu pelaksanaan. 

  

  

 



(1)

(2)

(3 )

(4 )

(5 )

(6)

(7 )

(8 ) 

(9 )

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan secara  Sw akelola 

Pasal 17

K asi/K aur m enyusun  dokum en persiapan  Pengadaan secara  Swakelola 

b e rd asa rk an  DPA yang terdiri dari:

a. jadw al p e lak san aan  kegiatan;

b. ren can a  penggunaan  tenaga  kerja, k e b u tu h a n  b ah an , dan  peralatan ;

c. gam bar ren can a  kerja  (apabila diperlukan);

d. spesifikasi tek n is  (apabila d iperlukan); dan

e. RAB Pengadaan.

RAB Pengadaan sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (1) h u ru f  e d isu su n  oleh 

K asi/K aur m enjelang d ilak san ak an n y a  kegiatan Swakelola.

K husus u n tu k  pekerjaan  k o n stru k si, dokum en  persiapan  Pengadaan 

m elalui Sw akelola berupa:

a. gam bar ren can a  kerja;

b. jadw al p e lak san aan  kegiatan;

c. spesifikasi teknis;

d. RAB Pengadaan dan  Analisa Harga S a tu an ; dan

e. ren can a  penggunaan  tenaga  ketja , k e b u tu h a n  b ah an , dan  pera la tan . 

K asi/K aur m enyusun  dan  m enetapkan  RAB Pengadaan yang d ih itung  

dengan m enggunakan  harga  pasar.

H arga p a sa r  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (4) m em prioritaskan  harga 

p a sa r  di D esa setem pat.

K asi/K aur d a p a t m enggunakan  harga  p asa r di D esa sek ita r lainnya, 

apab ila  b a ra n g /ja sa  yang d ib u tu h k a n  tidak  ad a  di d esa  setem pat.

Dalam  hal te rd ap a t perbedaan  RAB Pengadaan dengan RAB p ad a  DPA, 

sepan jang  tidak  m elebihi nilai pagu rincian  objek belanja, pengadaan  d ap a t 

d ilan ju tkan  dengan terlebih d a h u lu  m elakukan  revisi RAB p ad a  DPA.

Dalam  ha l te rd ap a t perbedaan  RAB Pengadaan dengan RAB pada  DPA yang 

m elebihi nilai pagu rincian  objek belan ja, pengadaan  tidak  d apat 

d ilan ju tk an  d an  K asi/K aur m elapor kepada  Kepala Desa.

K asi/K au r m enyam paikan  dokum en persiapan  Pengadaan sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) a ta u  ayat (3) kepada TPK u n tu k  d ilakukan  

Pengadaan m elalui Swakelola. --------p a r a ?-------------

O PD
PERA

..... P

CANG

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

BAB VII 

PERSIAPAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Persiapan Pengadaan secara Swakelola 

Pasal 17 

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola 

berdasarkan DPA yang terdiri dari: 

a. jadwal pelaksanaan kegiatan, 

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan, 

Cc. gambar rencana kerja (apabila diperlukan), 

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan), dan 

e. RAB Pengadaan. 

RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh 

Kasi/ Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola. 

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan 

melalui Swakelola berupa: 

a. gambar rencana kerja, 

b. jadwal pelaksanaan kegiatan, 

Cc. spesifikasi teknis, 

d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan, dan 

e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan. 

Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung 

dengan menggunakan harga pasar. 

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga 

pasar di Desa setempat. 

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, 

apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat. 

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, 

sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat 

dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. 

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang 

melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat 

dilanjutkan dan Kasi/ Kaur melapor kepada Kepala Desa. 

Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan 

Pengadaan melalui Swakelola,   
PARAF , 
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Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan m elalui Penyedia 

Pasal 18

(1) K asi/K aur m enyusun  dokum en pers iapan  Pengadaan m elalui penyedia

b e rd asa rk an  DPA yang terd iri dari :

a . w aktu  p e lak san aan  pekerjaan;

b. gam bar ren can a  kerja (apabila diperlukan);

c. R eran gka A cuan Kerja (KAK)/spesifikasi tek n is  (apabila 

d ip e rlu k an j/d a fta r  k u a n tita s  dan  harga  (apabila diperlukan);

d. H arga Perk iraan  Sendiri (HPS); dan

e. ran can g an  s u ra t  perjanjian.

(2) HPS sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat. (1) h u ru f  d d ite tapkan  oleh 

K asi/K au r m enjelang d ilak san ak an n y a  kegiatan pengadaan  m elalui 

Penyedia dengan m eru juk  pada harga  pasar.

(3) H arga p a sa r  diperoleh dengan ca ra  m encari inform asi ten tan g  harga 

b a ra n g /ja sa  di Desa se tem pat d a n /a ta u  desa  sek ita r lainnya, m enjelang 

d ilak san ak an n y a  pem ilihan  Penyedia.

(4) K asi/K au r d a p a t m enggunakan  h a rg a  p asa r di Desa sek ita r lainnya, 

apab ila  b a ra n g /ja sa  yang d ib u tu h k an  tidak  ad a  di desa  setem pat.

(5) K asi/K aur m en en tu k an  harga  p a sa r  dengan  m em perhatikan  kondisi 

sebagai b e rik u t :

a. dalam  hal han y a  te rd a p a t 1 (satu) Penyedia, m aka  h a rg a  p a sa r  adalah  

h a rg a  yang d itaw arkan  Penyedia tersebu t.

b. dalam  hal te rd ap a t lebih dari 1 (satu) Penyedia, m aka h a rg a  p a sa r  

ad a lah  :

1. h a rg a  yang  paling banyak  d item ukan ; a ta u

2. h a rg a  yang  paling ren d ah  jik a  tidak  ad a  h a rg a  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  angka  1 (satu).

(6) K asi/K au r m enyusun  dan  m enetapkan  HPS yang  d ih itung  dengan  ca ra  :

a. m enggunakan  harga  p a sa r  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (3);

b. m em perh itungkan  pajak  p e rtam b ah an  nilai (PPN); dan

c. m em perh itungkan  biaya an g k u t (jika barang  yang d iadakan  te rseb u t 

h a ru s  d iangku t ke su a tu  tem pat yang  m em erlukan  biaya angkut).

(7) Dalam hal te rd ap a t perbedaan  HPS dengan RAB p ad a  DPA, sepan jang  tidak  

m elebihi nilai pagu rincian  objek belanja, pengadaan  d ap at d ilan ju tkan  

dengan  terlebih d a h u lu  m elakukan  revisi RAB pada  DPA.
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(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

Bagian Kedua 

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia 

Pasal 18 

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui penyedia 

berdasarkan DPA yang terdiri dari : 

a. waktu pelaksanaan pekerjaan, 

b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan): 

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / spesifikasi teknis (apabila 

diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan), 

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan 

e. rancangan surat perjanjian. 

HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh 

Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui 

Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. 

Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga 

barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang 

dilaksanakannya pemilihan Penyedia. 

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, 

apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat. 

Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi 

sebagai berikut : 

a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah 

harga yang ditawarkan Penyedia tersebut. 

b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar 

adalah : 

1. harga yang paling banyak ditemukan, atau 

2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 (satu). 

Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara : 

a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

b. memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN), dan 

c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut 

harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut). 

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak 

melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan 

dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. 
(—ARAr 
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(8) Dalam hal te rd a p a t perbedaan  HPS dengan  RAB pada DPA yang m elebihi 

nilai pagu rincian  objek belanja, pen g ad aan  tidak  d ap at d ilan ju tkan  dan  

K asi/K aur m elapor kepada  Kepala Desa.

(9) R ancangan  su ra t perjan jian  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  e 

d igunakan  apab ila  buk ti tran sak si Pengadaan tidak  c u k u p /tid a k  dapat 

m enggunakan b u k ti tran sak s i s tru k , no ta  d an  ku itansi.

(10) K asi/K aur m enyam paikan  dokum en persiapan  Pengadaan sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) kepada  TPK u n tu k  d ilakukan  Pengadaan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu

Pengadaan Melalui Swakelola 

Pasal 19

(1) Sw akelola d ilak sanakan  b e rd asa rk an  dokum en persiapan  Pengadaan yang 

d isu su n  oleh K asi/K aur sebagaim ana  d im aksud  pada  Pasal 17 ayat (1) 

a ta u  ayat (2).

(2) Sw akelola sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ilak san ak an  oleh:

a. TPK; a tau

b. TPK dengan m elibatkan  m asyarakat.

(3) P elaksanaan  Sw akelola d ilakukan  dengan p an d u an  a n ta ra  lain sebagai 

berikut:

a. TPK m elakukan  ra p a t p em b ah asan  kegiatan  }'ang m enghasilkan  

c a ta ta n  hasil pem bahasan .

b. TPK membeli b a ra n g /ja sa  secara  sw akelola dengan ca ra  negosiasi 

(taw ar m enaw ar) d ituangkan  dalam  B erita  Acara Negosiasi.

c. tran sak s i d ituangkan  dalam  b en tu k  bukti pem belian a ta s  n am a 

K asi/K au r sebagai p e lak san a  kegiatan anggaran .

d. apab ila  d iperlukan , TPK m enen tukan  n a ra su m b e r/ tenaga  kerja  dengan 

k e te n tu an  sebagai beriku t :

1. n a ra su m b e r d a p a t berasal dari m asyarakat Desa se tem pat, 

organ isasi perangkat d aerah  k a b u p a te n /k o ta , d a n /a ta u  tenaga 

profesional; d a n /a ta u

2. tenaga  ke ija  d iu tam ak an  berasa l dari m asy arak a t D esa setem pat.

(8) 

(9) 

(10) 

(1) 

(2) 

(3) 

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi 

nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan 

Kasi/ Kaur melapor kepada Kepala Desa. 

Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat 

menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi. 

Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan. 

BAB VIII! 

PELAKSANAAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Pengadaan Melalui Swakelola 

Pasal 19 

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang 

disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) 

atau ayat (2). 

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. TPK, atau 

b. TPK dengan melibatkan masyarakat. 

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai 

berikut: 

a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan 

catatan hasil pembahasan. 

b. TPK membeli barang/jasa secara swakelola dengan cara negosiasi 

(tawar menawar) dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi. 

Cc. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama 

Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

d. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, 

organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga 

profesional, dan/atau 

2. tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat. 
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e. TPK m enyusun  laporan  hasil p e lak san aan  kegiatan beserta  

dokum entasi kegiatan.

f. dalam  m elak san ak an  kegiatan  swakelola, TPK m em anfaatkan  

s a ra n a /p ra s a ra n a /  p e ra la ta n / m a te ria l/b a h a n  yang te rc a ta t/d ik u a sa i 

Desa.

(4) Dalam  m elaksanakan  kegiatan  sw akelola, TPK m em anfaatkan  

s a ra n a /p ra s a ra n a /p e ra la ta n /m a te r ia l /  b ah an  yang te rc a ta t/d ik u a sa i 

Desa. Dalam  hal p e lak san aan  Sw akelola m em bu tuhkan  sa ran a  

p ra s a ra n a /p e ra la ta n /  m a te ria l/b a h a n  yang  tidak  d im ilik i/d ikuasai Desa 

m aka TPK m elaksanakan  Pengadaan B a ra n g /Ja sa  melalui Penyedia.

(5) K asi/K aur m elak san ak an  tu g as  pengendalian  p e laksanaan  kegiatan  

Sw akelola meliputi:

a. kem ajuan  p e lak san aan  kegiatan; d a n /a ta u

b. penggunaan  n a ra su m b e r/te n a g a  kerja, sa ra n a  p ra sa ra n a /p e ra la ta n  

d an  m a te ria l/b ah an .

(6) B erdasarkan  hasil pengendalian , K asi/K au r m elakukan  evaluasi Swakelola.

(7) Apabila dalam  hasil evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pada ay a t (6) 

d item ukan  ke tidaksesua ian , K asi/K au r m em in ta  TPK u n tu k  m elaksanakan  

perbaikan  targe t d an  realisasi p e lak san aan  pekerjaan.

(8) Hasil kegiatan dari Pengadaan m elalui Sw akelola d ium um kan  m elalui 

m edia inform asi yang m u d ah  d iakses oleh M asyarakat, seku rang- 

ku rangnya  pada  papan  pengum um an  Desa.

(9) U ntuk  pekerjaan  ko n stru k si selain  d iu m u m k an  p ad a  papan  pengum um an  

Desa, pengum um an  pengadannya  d ilakukan  di lokasi pekerjaan.

(10) Pengum um an hasil kegiatan  Pengadaan Sw akelola meliputi:

a. n am a kegiatan;

b. nilai pengadaan;

c. k e lu a ra n /O u tp u t  (terdiri dari volum e dan  satuan);

d. n am a TPK;

e. lokasi; dan

f. w aktu  Pelaksanaan  (tanggal m ulai dan  tanggal selesai).

Bagian Kedua

Pengadaan Melalui Penyedia 

Pasal 20

(1) Pengadaan m elalui Penyedia d ilakukan  dengan  cara  :

a. pem belian langsung;

(4) 

(S5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(1) 

e. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta 

dokumentasi kegiatan. 

f. dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 

sarana/prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tercatat/dikuasai 

Desa. 

Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 

sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/dikuasai 

Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana 

prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa 

maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Swakelola meliputi: 

a. kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan/atau 

b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan 

dan material/ bahan. 

Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola. 

Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan 

perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 

Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui 

media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang- 

kurangnya pada papan pengumuman Desa. 

Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman 

Desa, pengumuman pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan. 

Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan Swakelola meliputi: 

a. nama kegiatan, 

b. nilai pengadaan, 

c. keluaran/ Output (terdiri dari volume dan satuan), 

d. nama TPK, 

e. lokasi: dan 

waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai). 

Bagian Kedua 

Pengadaan Melalui Penyedia 

Pasal 20 

Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara : 

a. pembelian langsung,   
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b. p e rm in taan  penaw aran ; dan

c. lelang.

(2) Pelaksanaan  Pengadaan m elalui Penyedia d ilakukan:

a. b e rd asa rk an  dokum en p e rs iap an  Pengadaan yang d isu su n  oleh 

K asi/K aur sebagaim ana d im aksud  p ad a  Pasal 18 ayat (1);

b. u n tu k  m em enuhi k e b u tu h a n  b a ra n g /ja sa  dalam  rangka  m endukung  

p e lak san aan  Swakelola m au p u n  m em enuhi k e b u tu h a n  b a ra n g /ja sa  

secara  langsung  di Desa;

c. m engu tam akan  Penyedia dari D esa setem pat dengan 

m em pertim bangkan prinsip  Pengadaan;

(3) Dalam  ha l Pengadaan m elalui Penyedia dengan ca ra  Lelang sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  c, TPK m enyusun  dokum en Lelang.

(4) D okum en Lelang sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) m encan tum kan  

a n ta ra  lain;

a. ru an g  lingkup pekerjaan  dalam  b en tu k  Kerangka Acuan Kerja (KAK);

b. D aftar K uan titas d an  Harga;

c. spesifikasi teknis;

d. gam bar ren can a  kerja (apabila diperlukan);

e. w aktu  p e laksanaan  pekerjaan);

f. p e rsy ara tan  adm inistrasi;

g. rancangan  su ra t perjanjian ; dan

h. nilai to tal HPS.

(5) P ersyara tan  adm in istras i u n tu k  Penyedia sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat 

(4) f, b e ru p a  s u ra t  pernya taan  k eb en aran  u saha .

(6) K husus u n tu k  Pengadaan seperti k en d araan  berm otor, genset, tra k to r  dan 

Pengadaan dengan m etode Lelang, p e rsy ara tan  adm in istrasinya  berupa  

S u ra t Izin u sa h a  Perdagangan dan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 1

Pem belian Langsung 

Pasal 21

(1) Pem belian L angsung d ilak san ak an  u n tu k  Pengadaan sam pai dengan 

R p l0 .000 .000 ,00  (sepuluh  ju ta  rupiah).

(2) Pem belian Langsung d ilak san ak an  dengan ta ta  cara  sebagai b e rik u t :

a. K asi/K aur/T PK  m em beli b a ra n g /ja sa  kepada sa tu  Penyedia;
PA R A F
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b. permintaan penawaran: dan 

c. lelang. 

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan: 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh 

Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1): 

b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa 

secara langsung di Desa, 

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan 

mempertimbangkan prinsip Pengadaan, 

Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang. 

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan 

antara lain, 

a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK): 

b. Daftar Kuantitas dan Harga, 

c. spesifikasi teknis, 

d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan), 

e. waktu pelaksanaan pekerjaan): 

f. 'persyaratan administrasi, 

g. rancangan surat perjanjian, dan 

h. nilai total HPS. 

Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) f, berupa surat pernyataan kebenaran usaha. 

Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan 

Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa 

Surat Izin usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Paragraf 1 

Pembelian Langsung 

Pasal 21 

Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : 

a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia: 
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b. TPK m elakukan  negosiasi (taw ar-m enaw ar) dengan Penyedia u n tu k  

m em peroleh harga  yang  lebih m urah

c. hasil negosiasi d itu an g k an  dalam  Berita Acara Negosiasi : dan

d. tran sak s i d ituangkan  dalam  b e n tu k  bukti pem belian a ta s  nam a 

K asi/K aur sebagai p e lak san a  kegiatan  anggaran .

(3) P e laksanaan  Pengadaan dengan m etode Pem belian Langsung dapat 

d ilakukan  kepada  Penyedia yang sam a dalam  jan g k a  w aktu 2 (dua) ta h u n  

anggaran  b e rtu ru t-  tu ru t.

(4) Setelah jan g k a  w aktu  2 (dua) ta h u n  anggaran , K asi/K aur/T PK  m elakukan  

Pem belian Langsung kepada Penyedia lain di D esa se tem pat a ta u  sekitar.

(5) Apabila tidak  te rdapat Penyedia lain  yang m am pu m enyediakan 

b a ra n g /ja sa  m aka  K asi/K aur/T PK  d ap a t m elakukan  Pem belian L angsung 

kepada  Penyedia yang sam a.

Paragraf 2

Perm in taan  Penaw aran 

Pasal 22

(1) Perm in taan  Penaw aran  d ilak san ak an  u n tu k  Pengadaan sam pai dengan Rp 

200.000.000.- (Dua R atus J u t a  rupiah).

(2) Perm intaan  Penaw aran d ilak san ak an  dengan ta ta  ca ra  sebagai berikut:

a. TPK m em in ta  penaw aran  secara  te rtu lis  dari m inim al 2 (dua) Penyedia.

b. dalam  hal di Desa se tem pat h an y a  te rd ap a t 1 (satu) Penyedia, 

Perm in taan  Penaw aran  d a p a t d ilakukan  kepada  1 (satu) Penyedia 

tersebu t.

c. pem in taan  penaw aran  te rtu lis  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  a  dilam piri D okum en tekn is berupa:

1. su ra t p e rm in taan  penaw aran

2. s u ra t  penaw aran

3. kerangka acuan  kerja (KAK);

4. rincian  b a ra n g /ja sa ;

5. volume;

6. spesifikasi teknis;

7. gam bar ren can a  kerja  (apabila diperlukan);

8. d raft s u ra t  perjan jian  kon trak
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b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk 

memperoleh harga yang lebih murah 

c. hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi : dan 

d. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama 

Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat 

dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 

anggaran berturut- turut. 

(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan 

Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar. 

(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan 

barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung 

kepada Penyedia yang sama. 

Paragraf 2 

Permintaan Penawaran 

Pasal 22 

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 

200.000.000.- (Dua Ratus Juta rupiah). 

(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: 

a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. 

b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, 

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia 

tersebut. 

c. pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilampiri Dokumen teknis berupa: 

surat permintaan penawaran 

surat penawaran 

kerangka acuan kerja (KAK), 

rincian barang/jasa, 

1 

2 

3 

4 

5. volume, 

6. spesifikasi teknis, 

7. gambar rencana kerja (apabila diperlukan), 

8 draft surat perjanjian kontrak 
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9. w aktu  p e lak san aan  pekerjaan); dan

10. p e rsy ara tan  tekn is

d. Penyedia m enyam paikan  su ra t penaw aran  sebagaim ana d im aksud  

dalam  dokum en lelang pada  Pasal 20 ayat (4) dan  harga  d iserta i su ra t 

p em v a taan  k eb en aran  u saha ;

e. TPK m engevaluasi penaw aran  Penyedia;

f. Penaw aran  Penyedia d inyatakan  lu lu s  apab ila  m em enuhi persyara tan  

tek n is  dan  harga;

g. Dalam  ha l Penyedia yang lu lu s  lebih d a ri 1 (satu), m ak a  TPK 

m ene tapkan  Penyedia dengan harga  penaw aran  te ren d ah  sebagai 

pem enang  u n tu k  m elak san ak an  pekerjaan;

h. Dalam  hal ad a  lebih dari 1 (satu) Penyedia m enaw ar dengan harga  yang 

sam a, m ak a  TPK m elakukan  negosiasi (taw ar-m enaw ar) dengan  setiap 

Penyedia u n tu k  m em peroleh h a rg a  yang lebih m u rah;

i. Dalam  hal hanya  1 (satu) Penyedia yang lu lu s , m aka TPK m elakukan  

negosiasi (taw ar-m enaw ar) dengan Penyedia u n tu k  m em peroleh harga 

yang lebih m urah ;

j. Hasil negosiasi harga  (taw ar-m enaw ar) sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  f dan  h u ru f  g, d itu an g k an  dalam  Berita A cara Hasil Negosiasi;

k. T ransaksi d itu an g k an  dalam  b en tu k  buk ti pem belian a ta u  su ra t 

perjan jian  a n ta ra  K asi/K aur sebagai p e lak san a  kegiatan anggaran  

dengan Penyedia; dan

l. Dalam hal di D esa se tem p at h an y a  te rd ap a t 1 (satu) Penyedia, 

Perm in taan  Penaw aran  d ap a t d ilakukan  kepada  1 (satu) Penyedia 

tersebu t.

Paragraf 3 

Lelang 

Pasal 23

(1) Lelang d ilak san ak an  u n tu k  Pengadaan di a ta s  Rp 200.000.000,- (Dua

R atus J u ta  Rupiah).

(2) Lelang d ilak san ak an  dengan  ta ta  ca ra  sebagai beriku t :

a. pengum um an  Lelang;

b. p en d afta ran  dan  pengam bilan  D okum en Lelang;

c. p em asu k an  D okum en Penaw aran;
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9. waktu pelaksanaan pekerjaan), dan 

10. persyaratan teknis 

Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud 

dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat 

pernyataan kebenaran usaha: 

TPK mengevaluasi penawaran Penyedia, 

Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan 

teknis dan harga, 

Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK 

menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai 

pemenang untuk melaksanakan pekerjaan, 

Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang 

sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap 

Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah, 

Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan 

negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga 

yang lebih murah, 

Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada 

huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi, 

Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat 

perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran 

dengan Penyedia, dan 

Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, 

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia 

tersebut. 

Paragraf 3 

Lelang 

Pasal 23 

(1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,- (Dua 

Ratus Juta Rupiah). 

(2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : 

a. pengumuman Lelang, 

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang, 

Cc. pemasukan Dokumen Penawaran: 
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d. evaluasi penaw aran ;

e. negosiasi; d an

f. p ene tapan  pem enang.

(3) M ekanism e pengum um an  Lelang sebagaim ana d im aksud  pada ay a t (2) 

h u ru f  a, d ilakukan  dengan cara  :

a. TPK m engum um kan  Pengadaan dan  m em inta Penyedia m enyam paikan  

penaw aran  tertu lis.

b. pengum um an  d ilakukan  m elalui m edia inform asi yang m udah  d iakses 

oleh m asyarakat, seku rang- k u ran g n y a  di p ap an  pengum um an  desa  

yang berisi :

1. n am a  p ak et pekerjaan;

2. n a m a  TPK;

3. lokasi pekerjaan;

4. ru an g  lingkup pekeijaan ;

5. nilai to tal HPS;

6. jan g k a  w aktu p e lak san aan  pekerjaan; dan

7. jadw al proses Lelang.

c. b e rsam aan  dengan pengum um an  Pengadaan, TPK d a p a t m engirim kan 

und an g an  te rtu lis  kepada  Penyedia u n tu k  m engikuti Lelang.

(4) M ekanism e pen d afta ran  d an  pengam bilan D okum en Lelang sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b d ilakukan  dengan  cara:

a. penyedia m endafta r kepada  TPK u n tu k  m engikuti Lelang; dan

b. TPK m em berikan  dokum en Lelang kepada  Penyedia yang m endaftar.

(5) P em asukan  dokum en penaw aran  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 

h u ru f  c, d ilak u k an  penyedia dengan  m enyam paikan penaw aran  te rtu lis  

yang berisi dokum en adm in istras i se rta  penaw aran  tek n is  dan  harga  

kepada  TPK.

(6) Evaluasi Penaw aran sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  d 

d ilak san ak an  oleh TPK dengan  m elakukan  evaluasi dokum en adm in istras i 

se rta  penaw aran  tekn is dan  harga.

(7) Negosiasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) h u ru f  e d ilakukan  dengan 

m em perhatikan  kondisi sebagai b e rik u t :

a . apab ila  te rd a p a t han y a  1 (satu) Penyedia yang  lu lu s , m ak a  TPK 

m elakukan  negosiasi (taw ar-m enaw ar) yang  d ituangkan  dalam  Berita 

A cara Hasil Negosiasi; a tau

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

d. evaluasi penawaran, 

e. negosiasi, dan 

f. penetapan pemenang. 

Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, dilakukan dengan cara : 

a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan 

penawaran tertulis. 

b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses 

oleh masyarakat, sekurang- kurangnya di papan pengumuman desa 

yang berisi : 

nama paket pekerjaan, 

nama TPK, 

lokasi pekerjaan, 

ruang lingkup pekerjaan, 

nilai total HPS, 

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan 
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jadwal proses Lelang. 

c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan 

undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang. 

Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: 

a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang: dan 

b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar. 

Pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, dilakukan penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis 

yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga 

kepada TPK. 

Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi 

serta penawaran teknis dan harga. 

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi sebagai berikut : 

a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK 

melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita 

Acara Hasil Negosiasi: atau 
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b. apab ila  te rd a p a t lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lu lu s  m enaw ar 

dengan h a rg a  yang sam a, m aka TPK m elakukan  negosiasi (tawar- 

m enawar) dengan  se tiap  Penyedia u n tu k  m em peroleh h a rg a  yang lebih 

m u rah  yang  d itu an g k an  dalam  Berita Acara Hasil Negosiasi.

(8) P enetapan  Pem enang sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2) h u ru f  f 

d ilak u k an  oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga  penaw aran  

terendah .

(9) T ransaksi d ituangkan  dalam  b en tu k  s u ra t  perjanjian  a n ta ra  K asi/K aur 

sebagai p e lak san a  kegiatan  anggaran  dengan Penyedia.

Paragraf 4 

Pengendalian 

Pasal 24

(1) K asi/K aur m elakukan  pengendalian  p e lak san aan  perkerjaan  yang 

te rcan tu m  dalam  buk ti tran saksi.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan  a n ta ra  target dalam  p e lak san aan  dengan bukti 

tran sak s i m aka K asi/K aur m em erin tahkan  Penyedia u n tu k  m elaksanakan  

perbaikan  target dan  realisasi p e lak san aan  pekerjaan.

(3) Apabila Penyedia tidak  m am pu m encapai ta rge t yang d ite tapkan  m aka 

K asi/K aur d ap a t m em beri sanksi kepada  Penyedia sebagaim ana tercan tum  

dalam  buk ti tran saksi.

Bagian Ketiga 

B ukti T ransaksi 

Pasal 25

(1) Bukti tran sak s i Pengadaan terdiri a ta s  :

a. bukti pem belian; dan

b. s u ra t  perjanjian .

(2) Bukti pem belian sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (1) h u ru f  a  d ap a t 

b e ru p a  s tru k , n o ta  dan  kw itansi.

(3) B ukti pem belian sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (1) h u ru f  a  d igunakan  

u n tu k  Pengadaan dengan m etode Pem belian Langsung a ta u  Perm intaan 

Penaw aran.
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b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar 

dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar- 

menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih 

murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi. 

(8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran 

terendah. 

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur 

sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia. 

Paragraf 4 

Pengendalian 

Pasal 24 

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan perkerjaan yang 

tercantum dalam bukti transaksi. 

(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti 

transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan 

perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka 

Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum 

dalam bukti transaksi. 

Bagian Ketiga 

Bukti Transaksi 

Pasal 25 

(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas : 

a. bukti pembelian, dan 

b. surat perjanjian. 

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

berupa struk, nota dan kwitansi. 

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan 

untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan 

Penawaran. 

  

    

 



Bagian Keempat 

P erubahan  S u ra t Perjanjian

Pasal 26

(1) P erubahan  S u ra t Peijan jian  d ilakukan  dalam  hal:

a. terjadi keadaan  kahar; a ta u

b. te rd ap a t perbedaan  a n ta ra  kondisi lapangan  pada sa a t p e laksanaan  

dengan  gam bar d a n /a ta u  spesifikasi teknis/KAK.

(2) Dalam  ha l te rd ap a t perbedaan  a n ta ra  kondisi lapangan pada  saa t 

p e laksanaan  dengan gam bar d a n /a ta u  spesifikasi teknis/KA K sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b, K asi/K au r bersam a Penyedia m elakukan  

p e ru b ah an  su ra t perjan jian  yang  m eliputi pe rubahan :

a. spesifikasi tek n is  sesu a i dengan kondisi lapangan;

b. volume; d a n /a ta u

c. jad w al pe laksanaan .

(3) Dalam  hal p e ru b ah an  s u ra t  perjan jian  m em erlukan  p e ru b ah an  anggaran , 

K asi/K aur d a p a t m elakukan  p e ru b ah an  su ra t perjanjian  setelah  d ilakukan  

penyesua ian  dokum en anggaran .

(4) Penyesuaian  dokum en anggaran  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (4) 

be rd asa rk an  k e ten tu an  p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an  terkait 

pengelolaan k euangan  desa.

(5) P erubahan  S u ra t Perjanjian sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (1) 

d ilakukan  K asi/K aur dengan  p e rse tu ju an  oleh Kepala Desa.

(1) TPK m engum um kan  hasil kegiatan  dari Pengadaan m elalui Penyedia di 

m edia inform asi yang m u d ah  d iakses oleh m asyarakat, sekurang- 

k u ran g n y a  pada  papan  pengum um an  Desa.

(2) Pengum um an k ep ad a  m asy arak a t, hasil Pengadaan m elalui Penyedia 

dengan m etode Perm in taan  Penaw aran  dan  Lelang meliputi:

a. n am a  kegiatan;

b. n am a penyedia;

c. nilai pengadaan;

Bagian Kelima 

Pengum um an

Pasal 27

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

Bagian Keempat 

Perubahan Surat Perjanjian 

Pasal 26 

Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal: 

a. terjadi keadaan kahar:, atau 

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/ KAK. 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan 

perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan: 

a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, 

b. volume, dan/atau 

c. jadwal pelaksanaan. 

Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, 

Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan 

penyesuaian dokumen anggaran. 

Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan — terkait 

pengelolaan keuangan desa. 

Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan Kasi/ Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa. 

Bagian Kelima 

Pengumuman 

Pasal 27 

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang- 

kurangnya pada papan pengumuman Desa. 

Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia 

dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi: 

a. nama kegiatan, 

b. nama penyedia, 

c. nilai pengadaan: 

  

  

    

  

 



d. k e lu a ra n /o u tp u t (terdiri dari volume d an  satuan);

e. lokasi; dan

f. W aktu penyelesaian pekerjaan  (tanggal m ulai dan  tanggal selesai).

BAB IX

PEMBAYARAN PRESTAS1 KERJA 

Pasal 28

(1) Pem bayaran a ta s  p res tasi pekerjaan  d iberikan  kepada  penyedia 

B a ra n g /Ja sa  setelah  pekerjaan  selesai se su a i k e ten tu an  perjanjian .

(2) Pem bayaran a ta s  p restasi pekerjaan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), 

d iberikan  kepada penyedia B a ra n g /Ja sa  setelah TPK m elakukan  

pem eriksaan  yang d itu an g k an  B a ra n g /Ja sa  B a ra n g /Ja sa . dalam  Berita 

Acara

BAB X

KEADAAN KAI1AR 

Pem eriksaan se rah  Terim a 

Pasal 29

(1) K eadaan k a h a r  m eru p ak an  sa lah  sa tu  k ead aan  yang te ijad i di lu a r 

kehendak  p ara  p ihak  dan  tidak  d ap a t d iperk irakan  sebelum nya, sehingga 

kew ajiban yang d iten tu k an  dalam  S u ra t Perjanjian m enjadi tidak  d ap at 

d ipenuhi.

(2) K eadaan k a h a r  dalam  S u ra t Perjanjian Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di Desa 

m eliputi:

a. b en can a  alam ;

b. b en can a  sosial; d a n /a ta u

c. kebakaran .

(3) Dalam  hal terjadi keadaan  kahar, penyedia B a ra n g /Ja sa  m em beritahukan  

ten tan g  terjad in j'a  keadaan  k a h ar kepada  TPK secara  tertu lis  dalam  w aktu 

paling lam bat 14 (empat. belas) hari ka lender sejak terjad inya keadaan  

k ah ar, dengan m enyertakan  sa lin an  asli pernya taan  k a h a r  yang 

d ike luarkan  oleh p ih a k /in s ta n s i yang berw enang sesua i ke ten tu an  

p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  yang  berlaku.

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan): 

e. lokasi, dan 

f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai). 

BAB IX 

PEMBAYARAN PRESTASI KERJA 

Pasal 28 

Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia 

Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian. 

Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan 

pemeriksaan yang dituangkan Barang/Jasa Barang/Jasa. dalam Berita 

Acara 

BAB X 

KEADAAN KAHAR 

Pemeriksaan serah Terima 

Pasal 29 

Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 

kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat 

dipenuhi. 

Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

meliputi: 

a. bencana alam, 

b. bencana sosial: dan/atau 

c. kebakaran. 

Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan 

tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan 

kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang 

dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(4) H al-hal m erugikan dalam  Pengadaan B a ra n g /Ja sa  yang d isebabkan  oleh 

p e rb u a tan  a ta u  kelalaian p ihak  penyedia B arang tidak  te rm asu k  kategori 

keadaan  kahar.

(5) K eterlam batan p e lak san aan  pekerjaan  yang  d iak ibatkan  terjad inya 

k ead aan  k a h a r tid ak  d ikenakan  sanksi.

(6) Setelah terjad inya k ead aan  k a h ar, p a ra  p ihak  d ap a t m elakukan  

k esepaka tan  kem bali, d an  se lan ju tnya  d ituangkan  dalam  p e ru b ah an  S u ra t 

Perjanjian  Kerja.

BAB XI

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN 

Pasal 30

(1) K asi/K au r secara  sep ihak  d ap a t m elakukan  p em u tu san  S u ra t Perjanjian 

Kerja apab ila  :

a. w aktu  ke te rlam batan  p e lak san aan  pekerjaan  ak iba t k esa lah an  penyedia 

B a ra n g /Ja sa  su d ah  m elam paui 15 (lima belas) h a ri kalender; dan

b. penyedia b a ra n g /ja sa  la la i/c id e ra  jan ji dalam  m elaksanakan  

kew ajibannya dan  tidak  m em perbaiki kelalaiannya dalam  jan g k a  w aktu 

yang telah d ite tap k an  oleh K asi/K aur.

(2) Apabila penyedia B a ra n g /Ja sa  terbuk ti m elakukan  Korupsi Kolusi 

Nepotisme, kecu rangan  d a n /a ta u  pem alsuan  dalam  p roses Pengadaan 

yang d ip u tu sk an  oleh in s ta n s i yang berw enang.

BAB XII 

SANKSI 

Pasal 31

(1) Penyedia B a ra n g /Ja sa  d a p a t d iberikan  san k si jik a  te rb u k ti m elakukan  

dengan sengaja  p e rb u a tan  a ta u  tindakan  sebagai beriku t : 

a . b e ru sah a  m em pengaruhi K asi/K aur, TPK a tau  p ihak  lain  yang 

berw enang dalam  b en tu k  dan  cara  a p ap u n , baik langsung  m aupun  

tidak  langsung  g u n a  m em enuhi keing inannya yang  berten tangan  

dengan k e ten tu an  p ro sed u r yang telah d ite tapkan  dalam  Dokum en 

Perjanjian Kerja, d a n /a ta u  k e te n tu an  p e ra tu ran  perundang-udangan  

yang berlaku;
P A R A F

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh 

perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori 

keadaan kahar. 

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya 

keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. 

Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan 

kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat 

Perjanjian Kerja. 

BAB XI 

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN 

Pasal 30 

Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian 

Kerja apabila : 

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia 

Barang/Jasa sudah melampaui 15 (lima belas) hari kalender, dan 

b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan oleh Kasi/ Kaur. 

Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi 

Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan 

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 

BAB XII 

SANKSI 

Pasal 31 

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan 

dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut : 

a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang 

berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun 

tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan 

dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan 

yang berlaku, 
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b. m elakukan  persekongkolan  dengan penyedia B a ra n g /Ja sa  lain u n tu k  

m enga tu r H arga Penaw aran  di lu a r p rosedur p e laksanaan  Pengadaan 

B a ra n g /Ja sa , sehingga m engurang i/m engham bat, m em perkecil 

d a n /a ta u  m en iadakan  persaingan  yang se h a t d a n /a ta u  m erugikan 

o rang  lain;

c. m em buat d a n /a ta u  m enyam paikan  dokum en d a n /a ta u  ke te rangan  lain 

yang tidak  b en ar u n tu k  m em enuhi persyara tan  Pengadaan 

B a ran g /Ja sa ;

d. m en gundu rkan  diri dari p e lak san aan  Peijanjian  Kerja dengan a la sa n  

yang tidak  d a p a t d ipertanggungjaw abkan  d a n /a ta u  tid ak  d ap at 

d iterim a oleh K asi/K aur; d a n /a ta u

e. tidak  d ap a t m enyelesaikan pekerjaan  sesua i dengan S u ra t Perjanjian 

Kerja.

(2) P erbuatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), d ikenakan  san k si berupa:

a. sanksi adm inistratif, b e ru p a  p e rin g a ta n /te g u ra n  tertu lis;

b. gugatan  secara  perdata; d a n /a ta u

c. pelaporan  secara  p id an a  kepada  p ihak  yang

(3) T indakan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b  dan  h u ru f  c, 

d ilakukan  sesua i dengan k e ten tu an  P era tu ran  P erundang -undangan  yang 

berlaku.

(4) Apabila d item ukan  p en ip u a n /p em a lsu a n  a ta s  inform asi yang d isam paikan  

Penyedia B a ra n g /Ja sa , d ik en ak an  sanksi pem bata lan  sebagai calon 

pem enang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran  d a n /a ta u  kecu rangan  dalam  p roses Pengadaan 

B a ra n g /Ja sa , m aka K asi/K aur/T PK  d ikenakan  :

a. sanksi adm in istrasi;

b. tu n tu ta n  ganti rugi; d a n /a ta u

c. sanksi p idana.

(6) S anksi adm in istras i sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (5) h u ru f  a  be rupa  

teg u ra n /p e rin g a ta n  te rtu lis  dan  apab ila  terjad i pelanggaran d a n /a ta u  

kecurangan  yang d ilakukan  dengan sengaja oleh K asi/K aur/T PK  dalam  

p roses P engadaan  B a ra n g /Ja sa  di Desa, m aka d a p a t d iberhen tikan  sebagai 

K asi/K aur/T PK .

(7) T u n tu tan  ganti rugi dan  san k si p idana  kepada K asi/K aur/T PK  

sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (5) h u ru f  b d an  h u ru f  c d ilak san ak an  

sesu a i dengan p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk 

mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa, sehingga  mengurangi/menghambat, — memperkecil 

dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan 

orang lain, 

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain 

yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan 

Barang/Jasa, 

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat 

diterima oleh Kasi/ Kaur, dan/atau 

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian 

Kerja. 

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: 

a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis, 

b. gugatan secara perdata, dan/atau 

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang 

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan 

Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon 

pemenang. 

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan : 

a. sanksi administrasi, 

b. tuntutan ganti rugi, dan/atau 

c. sanksi pidana. 

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa 

teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau 

kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam 

proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai 

Kasi/Kaur/TPK. 

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 32

(1) D alam  hal te ijad i perselisihan  a n ta ra  p a ra  p ihak  dalam  Pengadaan , p a ra  

p ihak  terlebih  d a h u lu  m enyelesaikan perselisihan  te rseb u t m elalui 

m usyaw arah  u n tu k  m ufakat.

(2) Dalam  hal penyelesaian perselisihan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

tid ak  m encapai m ufakat, m ak a  penyelesaian perselisihan  d ilakukan  

m elalui m usyaw arah  yang d ip im pin  oleh Kepala Desa.

(3) D alam  ha l penyelesaian  perselisihan  sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (1) 

dan  (2) tidak  tercapai, penyelesaian  perselisihan  te rseb u t d a p a t d ilakukan  

m elalui L ayanan Penyelesaian Sengketa  K ontrak Pengadaan a tau  

pengadilan  sesua i dengan k e te n tu an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

BAB XIV

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA 

Pasal 33

fl) TPK m elaporkan kepada  K asi/K au r :

a. kem ajuan  p e lak san aan  Pengadaan; dan

b. p e lak san aan  Pengadaan yang  telah selesai 100% .

(2) Laporan sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (1) d iserta i dengan dokum en 

pendukungnya.

(3) B erdasarkan  laporan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b, 

K asi/K au r m enerim a hasil keg iatan  Pengadaan:

a. m elalui Sw akelola dari TPK dengan m enandatangan i Berita Acara Serah  

Terim a (BAST); a tau

b. m elalui Penyedia dengan m en an d atan g an i BAST.

(4) K asi/K aur m enyerahkan  hasil kegiatan  dari Pengadaan sesua i bidang 

tu g asn y a  kepada Kepala D esa dengan berita  aca ra  penyerahan .

(5) K asi/K aur m elakukan  pengarsipan  dokum en te rka it Pengadaan yang telah 

d ilak sanakan .

(6) Dokum en te rka it Pengadaan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) d an  ayat

(5) h a ru s  d isim pan  d an  d a p a t d iakses oleh p ihak  yang memiliki 

kew enangan u n tu k  m elakukan  pengaw asan.

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Ke) 

BAB XII 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 32 

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para 

pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 

musyawarah untuk mufakat. 

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan 

melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa. 

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan 

melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau 

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA 

Pasal 33 

TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur : 

a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan, dan 

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100 Yo. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen 

pendukungnya. 

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan: 

a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah 

Terima (BAST), atau 

b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST. 

Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang 

tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan. 

Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah 

dilaksanakan. 

Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 

(5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pengawasan. 
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BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

(1) Pem binaan Pengadaan d ilakukan  oleh organ isasi perangkat d ae rah  yang 

m em bidangi u ru sa n  P em erin tahan  dan  Pem berdayaan M asyarakat Desa.

(2) Dalam  m elaksanakan  pem binaan  Pengadaan sebagaim ana d im aksud  pada 

aya t (1), organ isasi p e ran g k a t d aerah  yang m em bidangi u ru sa n  

P em erin tahan  dan  Pem berdayaan M asyarakat Desa m elibatkan  Bagian 

Pengadaan B a ra n g /Ja sa  S ek re ta ria t D aerah K abupaten Pohuw ato.

(3) Apabila d iperlukan  organisasi perangkat d aerah  yang m em bidangi u ru sa n  

P em erin tahan  d an  Pem berdayaan M asyarakat Desa d a p a t be rkonsu ltasi 

kepada  LKPP.

Pasal 35

(1) Pengaw asan pengelolaan Pengadaan d ilak san ak an  oleh B upati sesuai 

dengan p e ra tu ran  perundang- undangan .

(2) Hasil pengaw asan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) yang m em erlukan  

tindak  lan ju t d an  d ilak san ak an  oleh B upati m elalui AP1P.

Pasal 36

Pengadaan d a p a t d ilakukan  secara  elektronik.

Pasal 37

C ontoh Form at U ndangan K epada Calon Penyedia dari TPK, C ontoh Form at 

S u ra t Perm in taan  Penaw aran  dari TPK, C ontoh Form at S u ra t Penaw aran  dari 

Calon Penyedia, C ontoh Form at U ndangan Negosiasi dan  Klarifikasi Kepada 

Calon Penyedia dari TPK, C ontoh Form at Berita Acara Negosiasi dan  

Klarifikasi, C ontoh Form at U ndangan P enandatanganan  Kontrak, Contoh 

Form at Draft S u ra t Perjanjian K eijasam a, C ontoh Form at K erangka Acuan 

Kerja dan  C ontoh Form at H arga Perkiraan Sendiri sebagaim ana tercan tum  

dalam  Lam piran yang tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.
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BAB XV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

Pasal 34 

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang 

membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan 

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato. 

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan 

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi 

kepada LKPP. 

Pasal 35 

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan. 

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan 

tindak lanjut dan dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP. 

Pasal 36 

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik. 

Pasal 37 

Contoh Format Undangan Kepada Calon Penyedia dari TPK, Contoh Format 

Surat Permintaan Penawaran dari TPK, Contoh Format Surat Penawaran dari 

Calon Penyedia, Contoh Format Undangan Negosiasi dan Klarifikasi Kepada 

Calon Penyedia dari TPK, Contoh Format Berita Acara Negosiasi dan 

Klarifikasi, Contoh Format Undangan Penandatanganan Kontrak, Contoh 

Format Draft Surat Perjanjian Kerjasama, Contoh Format Kerangka Acuan 

Kerja dan Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38

BAB XVII 

PENUTUP 

Pasal 39

Pada sa a t P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku m aka P era tu ran  B upati Nomor 

39 T ahun  2015 ten tan g  T a ta  C ara Pengadaan B a ra n g /Ja sa  di D esa (Berita 

D aerah  K abupaten  Pohuw ato T ahun  2015 Nomor 39), d icabu t dan  d inyatakan  

tidak  berlaku.

Pasal 40

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  Peratu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten Pohuw ato.

Pengadaan sebagaim ana  d ia tu r  dalam  p e ra tu ran  B upati ini tidak  te rm asu k

pengadaan  ta n a h  u n tu k  keperluan  Desa.

D itetapkan  di M arisa
pada  tanggal 26 September 2022

BUPATI POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BAB XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini tidak termasuk 

pengadaan tanah untuk keperluan Desa. 

BAB XVII 

PENUTUP 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 

39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 40 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 26 September 2022 

BUPATI POHUWATO, 

  

    

  

SAIPUL A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal pg September 42022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 3p2.. 

    
PARAF KOORDINASI f 

UKUMIASISTEN PEMKESRAJASISTEN Sasana 

Ba an en mma 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR : 52 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 S ep tem b er 2022
TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

A. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN KEPADA CALON PENYEDIA DARI 
TPK

KOPTIM PELAKSANA KEGIATAN

DESA....................KECAMATAN.............................KABUPATEN POHUWATO
A lam at.............................................................................

.Ja n u a ri 2022

Nomor : ........... Kepada Yth,

Lam pi ran  : ........... .......................
Perihal : U ndangan Di -

M enanggapi su ra t penaw aran  harga  sa u d a ra  Nomor..............., Tanggal
.................... , perihal Penaw aran  Harga, be rsam a  ini kam i sam paikan  hal-hal
sebagai beriku t :
1. Setelah m enerim a dan  m em pelajari isi s u ra t  penaw aran  h a rg a  sa u d a ra  

pada  p rin sipnya  kam i tidak  berkebera tan , te tap i b e rd asa rk an  harga 
penaw aran  yang  sa u d a ra  a ju k an  kam i perlu  m elakukan  klarifikasi dan  
negosiasi harga  te rh ad ap  penaw aran  sa u d a ra  te rseb u t

2. U ntuk  keperluan  d im aksud  kam i m engharap  kehad iran  sa u d a ra  pada:

H ari :
Tanggal :
J a m  :
Tem pat
A cara :

Demikian a ta s  pe rh a tian  dan  kerjasam anya d iucapkan  terim a kasih.

M engetahui
Kepala D esa .........

Selaku Pem egang K ekuasaan 
Pengelola K euangan Desa

K etua Tim Pelaksana  
K egiatan.................

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR — : 32 TAHUN 2022 
TANGGAL : 26 September 2022 

TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. 

  

A. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN KEPADA CALON PENYEDIA DARI 

TPK 

KOP TIM PELAKSANA KEGIATAN 

Nomor Dadan Kepada Yth, 

LAMAPILAN Lansia” Mn ina ma an ama anak 

Perihal : Undangan Di - 

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor............ , Tanggal 

| GKeanda visa , perihal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga saudara 

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga 

penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan 

negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut 

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran saudara pada: 

Hari : 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Acara 3 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Mengetahui 
Kepala Desa........ Ketua Tim Pelaksana 

Selaku Pemegang Kekuasaan Kegiatan.............. 
Pengelola Keuangan Desa 

Geaaunanaanaasaanaanannna 00 naa naa nana na nan na naa ana 
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B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN DARI TPK

KOPTIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA....................KECAMATAN.............................KABUPATEN POHUWATO

A lam at...............................................................................

............................ J a n u a r i  2020
Nomor : .......... K epada Yth,

Lam piran : ........... ................................
Perihal : Perm in taan  Penaw aran  Di -

Pengadaan B a ra n /J a s a  .........

Yang b e rta n d a  tangan  di baw ah ini:

Nama : ...................................................................................................................
J a b a ta n  : K etua Tim P elaksana  Kegiatan ( TPK)

D e s a ............  K e c a m a ta n .....................  K abupaten Pohuw ato

A lam at : ................................................................
Dalam  R angka m en d u k u n g  p e lak san aan  :

Kegiatan : ...............................................................
Lokasi : ...............................................................

D engan ini kam i m enaw arkan  pengadaan  b a ra n g /ja sa  sebagai beriku t :

No. Nama Barang/jasa/ 
Ruang Lingkup 

Pekerjaan

Volum e/
sa tu an

Spesifikasi K eterangan

S elan ju tnya  kami m ohon agar d ap a t m enyam paikan penaw aran  kepada 
Tim Pengelola Kegiatan a ta s  pengadaan  b a ra n g /ja sa  te rseb u t d ia ta s  dengan 
m en can tu m k an  n am a  b a ra n g / ja sa ,v o lu m e /sa tu a n , spesifikasi dan  harga. 

Dem ikian u n tu k  m aklum  dan  terim a kasih.

K etua TPK

Ket : J ik a  u ra ian  b a ra n g /ja sa  tidak  d ap a t d im uat pada  kolom di a ta s , m aka 
d a p a t d ilam p irkan ,term asuk  dokum en a ta u  d a ta  p en d u k u n g  lainnya.
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B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN DARI TPK 

KOP TIM PELAKSANA KEGIATAN 

  

PIPA ani ranveat KECAMATAN: koaat2acesuesaia KABUPATEN POHUWATO 

AAA nd ee dada KR RRT eka AR ae NAN ASEAN Fi ea 

dana eka ada Januari 2020 

Nomor N ekaankan Kepada Yth, 

LAMMPITA Sasis” Menanam akan uns MAA akeaa 

Perihal : Permintaan Penawaran Di - 

Pengadaan Baran/Jasa 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 3 Tenun Net kena Hah kebEN Ah aa naa ka) SETIA AE Ra aU Saka ana aa Nan naa Ban NAN KANAN AA 

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) 

INN tai KECBNATAN sisa Kabupaten Pohuwato 

Alamat | ngekek kanana randa Seda aa Ke Rano Ha ana 3 Ran 

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan : 

Kegiatan endank kanan KOia NAN Ken AA IA Teo hua Mga Na ak 

Lokasi ak MN EETESU GEN UN ERA SAS EN NE SAPA 

Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut : 

(No. Nama Barang/jasa/ | Volume/ | Spesifikasi | Keterangan 
| Ruang Lingkup satuan 

— Pekerjaan 

      
  ————— Sand ramen 

| Ia 

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran kepada 

Tim Pengelola Kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan 

mencantumkan nama barang/ jasa,volume/satuan, spesifikasi dan harga. 

Demikian untuk maklum dan terima kasih. 

  

Ketua TPK 

ss. orrasununuanunanana 

Ket : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka 

dapat dilampirkan,termasuk dokumen atau data pendukung lainnya. 

  

  

“———pAaRAr , | 
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C. CONTOH FORMAT SURAT PENAWARAN OLEH CALON PENYEDIA.

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

..................., J a n u a r i  2020

Nomor : .........  K epada Yth,
Lam piran : ........... K etua Tim P elaksana  Kegiatan
Perihal : Penaw aran  Pengadaan B a ran g / Di -

J a s a  ...............

Yang b e rtan d a  tan g an  di baw ah ini:

Nama : ............................................................
J a b a ta n  : D irek tu r/P im p in a n /a ta u  seb u tan  dengan n am a  lain a ta s  

n am a  p e ru sah a a n

A lam at : ............................................................
Dalam Rangka m endu k u n g  p e lak san aan  :

Kegiatan : .............................................................
Lokasi : .............................................................

Dengan ini kam i m enaw arkan  pengadaan  b a ra n g /ja sa  sebagai b e r ik u t :

No.

Nama
Barang/jasa/ 

Ruang Lingkup 
Pekerjaan

V olum e/
sa tu an

Spesifikasi
Harga

S a tuan
K eterangan

Jumlah Kp
(terbilang)

Dem ikian u n tu k  m aklum  d an  terim a kasih.

Penyedia B a ra n g /Ja sa

( )

Ket : J ik a  u ra ia n  b a ra n g /ja sa  tidak  d a p a t d im u a t pada kolom di a ta s , m aka 
d ap a t d ilam p irkan ,term asuk  dokum en a tau  d a ta  p en d u k u n g  lainnya.

P A R A F

O P D
PER, ANG

C. CONTOH FORMAT SURAT PENAWARAN OLEH CALON PENYEDIA. 

KOP PENYEDIA BARANG/JASA 

Bana bean : Januari 2020 

Nomor 5 eaedaka Kepada Yth, 

Lampiran : ......... Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 

Perihal : Penawaran Pengadaan Barang/ Di - 

Jasa 000000 t ena anauaa 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 1 nadi KAT AK Ob Peda Aa BER PaN Peak ani HERE 

Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain atas 

nama perusahaan 

Alamat less aNbuud ana Kas ne ea maen KONG Sak Med 

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan : 

KEMIOTAK | Xeoevooknnsi AON ala Ma Masa eE ARA AN ERA 

Lokasi | ernamwaaa santana ena Kanada Heat a uda 

Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut : 

    

    
  

Ba us 
. Nama Vol / H 

Barang/jasa/ olume . $ arga 2 I 
| No. Rem today sunan Spesifikasi Saman Keterangan 

- 01. Pekerjaan — | sn An em Se aan Heni 

ka Anas OP en   RP: esina. 

jai an 0... Aterbilang) | oo 
  

Demikian untuk maklum dan terima kasih. 

Penyedia Barang/Jasa 

Ket : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka 

dapat dilampirkan,termasuk dokumen atau data pendukung lainnya. 
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D. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI 
KEPADA CALON PENYEDIA DARI TPK.

KOPTIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA....................KECAMATAN.............................KABUPATEN POHUWATO

A lam at.............................................................................

........... J a n u a r i  2022
Nomor : ........... Kepada Yth,
Lam piran : ........... ...................................................

Perihal : U ndangan  Di -

M enanggapi s u ra t  penaw aran  harga  sa u d a ra  Nomor..............., Tanggal
.................... , perihal Penaw aran  Harga, be rsam a  ini kami sam paikan  hal-hal
sebagai b e r ik u t :
1. Setelah m enerim a dan  m em pelajari isi su ra t penaw aran  h a rg a  sa u d a ra  

pada  p rinsipnya kam i tidak  berkebera tan , te tap i b e rd asa rk an  harga 
penaw aran  yang  sa u d a ra  a ju k an  kam i perlu m elakukan  klarifikasi dan 
negosiasi harga  te rh ad ap  penaw aran  sa u d a ra  tersebu t

2. U ntuk keperluan  d im aksud  kam i m engharap  kehadiran  sa u d a ra  pada:
Hari :
Tanggal :
J a m  :
Tem pat :
A cara :

Dem ikian a ta s  p e rh a tian  dan  kerjasam anya  d iucapkan  terim a kasih.

M engetahui
Kepala D esa .........

Selaku Pem egang K ekuasaan 

Pengelola K euangan Desa
K etua Tim Pelaksana 

K e g ia tan .................

P A R A F

O P D
PER* 4 GANG

JU
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D. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI 

KEPADA CALON PENYEDIA DARI TPK. 

KOP TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DNA siwa rip aa niua KECAMATAN, erosi inn aorerati KABUPATEN POHUWATO 

  

Nomor ....... Kepada Yth, 

Banggai Basaii is iaaa ANN ANA 

Perihal  : Undangan Di - 

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor............ , Tanggal 

Hanna santa , perihal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga saudara 

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga 

penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan 

negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut 

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran saudara pada: 

Hari : 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Acara 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Mengetahui 

Kepala Desa........ 

Selaku Pemegang Kekuasaan Ketua Tim Pelaksana 

Pengelola Keuangan Desa Kegiatan ......,:....:: 

sanannaansaaananaaaannana 000000000000 nana 0aanaaKanaanaaaa naa 
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E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA..................KECAMATAN........................... KABU PATEN POHUWATO

A lam at...............................................

B E R ITA  ACARA N E G O S IA S I/K L A R IF IK A S I

N om or : ..............................................

Nom or :................................................

Pekerjaan : ............................................................... (u raian  lingkup pekerjaan)
Nomor : ...............................................................
Tanggal : .............................................................
Lam piran : ...............................................................

Pada hari ini ....................  Tanggal .................  T ahun  ....................  Dim ulai pada

p u k u l............... dengan  m engam bil tem pat di ....................  Yang b e rta n d a  tangan
d ibaw ah ini k e tu a  Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) D esa.................  K ecam atan
....................  K abupaten Pohuw ato T ahun  Anggaran ............. Yang d iangkat
b e rd asa rk an  S u ra t K epu tusan  Kepala Desa ................. Nomor .................. tanggal
.............  bu lan  ......... ta h u n  ..................telah  m elaksanakan  negosiasi/k larifikasi
te rh ad ap  penaw aran  u n tu k  pekerjaan  te rseb u t d ia ta s  yang  d ia jukan  oleh
............... (contoh CV .........../  Toko......... /  UD........ ) yang  dihadiri oleh anggota
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan  wakil dari penyedia b a ra n g /ja sa .

Hasil N egosiasi/K larifikasi ad a lah  sebagai b e r ik u t :

No. Uraian
Pekerjaan

Spesifikasi Harga
Penawaran

(RP)

Harga
Negosiasi

(Rp)
Keterangan

Memenuhi/
tidak
memenuhi
persyaratan

Diterima/'Tidak Diterima 
(Berdasarkan pertimbangan 
spesifikasi dan harga)

D em ik ian  B erita  A cara  in i d ib u a t u n tu k  d ip e rg u n akan  sebagaim ana m estinya.

K etua T im  P elaksana Kegiatan (TPK) :

N am a : .......................................

Tan d a  Tangan

S etu ju  Penyedia B a ra n g /J a s a  :

N am a : .......................................

Tan d a  Tang an  : ......................................

M engetahu i 

Kepala D e s a ................

S e laku  P elaksana K uasa Pengelola K euangan Desa

PARAF
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E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DN asin berani KECAMATAN........ ace... KABUPATEN POHUWATO 

  

ON inai Oke hnn awan Giikoonen akun 

MONNOT Tenda tenan rd na kamal ennasnya 

PENARI anna ebi b ek Aoki KELAMAAN UNGU (uraian lingkup pekerjaan) 

Nomor Been Maan An MR KANTOR AEON ban ln aka 

Tanggal Febian ente OS asa aa 

Lea pitan, ben eean en EE ENI Ta KaN ANA KAB AAN 

Pada MA Int: angsa sasaran. TANGBAL. sena TAMU sinesuisaresata Dimulai pada 

Pikiran sa cas22 dengan mengambil tempat di ............... , Yang bertanda tangan 

dibawah ini ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.............. Kecamatan 

Sana dansa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran ...........Yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa .............. NOMON sn saiti tanggal 

sanaeabupsa bulan ........tahun ..............telah melaksanakan negosiasi/klarifikasi 

terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang diajukan oleh 

India Eka akh (contoh CV ........./ Toko....... / UD.......) yang dihadiri oleh anggota 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan wakil dari penyedia barang/jasa. 

Hasil Negosiasi / Klarifikasi adalah sebagai berikut : 

    

| No. Ii Uraian Spesifikasi | Harga ”— | Harga | 
Pekerjaan Penawaran Negosiasi Keterangan 

|. | or | Rp Tg | 
| kpr Memenuhi/ Diterima/Tidak Diterima 
| tidak (Berdasarkan pertimbangan 
| memenuhi spesifikasi dan harga) 

| persyaratan 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) : 

Nama Nina asa ana 

Tanda Tangan 3 ee aN ARA Na Nana OaNa 

Setuju Penyedia Barang/Jasa : 

Nama N Sania enaNan anna EL AII KE 

Tanda Tangan Nasa kana an akan ena deng Duka 

Mengetahui 

Kepala Desa............. 

Selaku Pelaksana Kuasa Pengelola Keuangan Desa 

Pe btn aan ana Pengaka 
  

    

 



F. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PENANDATANGAN KONTRAK

TIM PELAKSANA KEGIATAN
D E SA ............... KECAMATAN ...............  KABUPATEN POHUWATO

A lam at............................................................................

J a n u a r i  2022

Nomor : ...................  Kepada Yth,
Lam piran : ..............  .......................
Perihal : U ndangan Di -

B erdasarkan  su ra t S a u d a ra  Nomor .................  tanggal ..........., hal Penaw aran
Harga d an  B erd asark an  Berita A cara Klarifikasi dan  Negosiasi H arga Nomor :
.................  d an  ..............., m aka sam paikan  bahw a setelah m enerim a dan
m em pelajari isi su ra t S a u d a ra  serta  Berita A cara Klarifikasi dan  Negosiasi 
Harga, m aka p ad a  p rin sipnya  kam i tidak  b erk eb era tan  dan  d a p a t m enerim a
dengan  penaw aran  harga  yang  te lah  d isepakati sebesar R p ................  (...............).
S eh ubungan  dengan ha l te rseb u t d ia tas, d im in ta  kehad iran  S a u d a ra  besok 

pada  :

Hari :
Tanggal :
J a m  :
Tem pat :
A cara :

A dapun Konsep Perjanjian sebagaim ana  terlam pir.
Dem ikian a ta s  pe rh a tian  dan  kerjasam anya  d iu cap k an  terim a kasih.

M engetahui
Kepala D esa.........

Selaku Pem egang K ekuasaan 
Pengelola K euangan Desa

K etua Tim Pelaksana 
Kegiatan .................

( ( J
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F. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PENANDATANGAN KONTRAK 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 

IOS akn saknagana KECAMATAN 2... KABUPATEN POHUWATO 

  

Hana Januari 2022 

Nomor 5 kes bona aan Kepada Yth, 

LANNGINAN Basisimsn. 0 Mei aan aa abad ONE Neha bbNeaA 

Perihal : Undangan Di - 

Berdasarkan surat Saudara Nomor .............. tanggal ......... , hal Penawaran 

Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 

ikan aa dan ........., maka sampaikan bahwa setelah menerima dan 

mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 

Harga, maka pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima 

dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp.............. (ennanatgeaa I: 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok 

pada : 

Hari 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Acara 

Adapun Konsep Perjanjian sebagaimana terlampir. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Mengetahui 
Kepala Desa........ 

Selaku Pemegang Kekuasaan Ketua Tim Pelaksana 

Pengelola Keuangan Desa Keatas: 

    

  
  

  

      

 



G. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN KONTRAK

DRAFT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : ............................
Nomor : ............................

Pada h a ri i n i ............ta n g g a l ...........b u l a n ......... t a h u n ......... bertem pat di

Yang b e rta n d a  tan g an  di baw ah ini :

1. Nama : ......................
J a b a ta n  : Pelaksana  Kegiatan Anggaran (PKA) Desa ........K ecam atan

............K abupaten ..........

A lam at : .......................................................................................................................

S e lan ju tnya  d iseb u t sebagai PIHAK KESATU..........................................................

2. Nama : ..............................................................................................
J a b a ta n  : ..................................... (a tas n am a penyedia b a ran g /ja sa )

A lam at ...........................................................................................................................

S e lan ju tnya  d iseb u t PIHAK KEDUA...........................................................................

B erdasarkan  hasil Berita Acara N egosiasi/K larifikasi nom or
.......... tanggal............. t a h u n ...................a ta s  pekerjaan  ..........................,PIHAK
KESATU dan  PIHAK KEDUA m enyatakan  se tu ju /se p a k a t dengan  ke ten tu an

sebagai b e rik u t :
1 .  Lingkup Pekerjaan :............( M enguraikan lingkup pekerjaan  sesuai

spesifikasi,lokasi, ju m lah  a ta u  volume )
2. Nilai pekerjaan  Rp...............( dengan h u ru f)
3. Hak d an  kew ajiban p a ra  pihak.

a. PIHAK KESATU m em punyai hak  u n tu k  m eniliti,m enerim a,m enolak 
a ta u  m em erin tahkan  PIHAK KEDUA u n tu k  m enyem pum akan  a tau  
m engganti b a ra n g /ja sa  yang d iadakan  oleh PIHAK KEDUA apabila  
tidak  sesua i spesifikasi, ju m lah  a ta u  volum e b e rd asa rk an  hasil 

negosiasi/k larifikasi a n ta ra  PIHAK KESATU dan  PIHAK KEDUA.
b. PIHAK KESATU m em punyai kew ajiban u n tu k  m em bentuk 

penyelesaian pem bayaran  a ta s  pekerjaan  yang  telah  d iadakan  oleh 
PIHAK KEDUA apab ila  PIHAK KEDUA telah m elaksanakan  
kew ajibannya a ta s  pengadaan  b a ra n g /ja sa  yang  telah  d isepakati oleh 
KEDUA BELAH PIHAK;

c. PIHAK KEDUA m em punyai kew ajiban u n tu k  m elaksanakan  pekerjaan  
sesua i spesifikasi,w aktu , ju m la h  a ta u  volum e pekerjaan  penggadaan 
b a ra n g /ja sa  yang telah  d isepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK se rta  
m em bayar pa jak-pajak  a ta u  dalam  b e n tu k  lain sesua i k e ten tu an  
p e ra tu ran  yang berlaku;

d. PIHAK KEDUA m em punyai hak  u n tu k  m en d ap at pem bayaran  apab ila  
PIHAK KEDUA telah m elaksanakan  pekerjaan  sesua i 
spesifikasi ju m la h  a ta u  volum e b e rd asa rk an  hasil negosiasi/k larifikasi 
a n ta ra  KEDUA BELAH PIHAK;
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G. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN KONTRAK 

DRAFT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 

NONOe Sen na ain na BINA 

Pada hari ini........... tanggal.......... bulan ........ tahun massa bertempat di 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama 2 asn aeeWute 

Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa ....... Kecamatan 

RENA Kabupaten ....... 

Alamat On ' Ndadaopidenenan hand Nana RAT EA Ma au ap Ka manah Kak Kanan ELANG aa Ha San in da kain 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ..............oooooom 

2. Nama N MANA ESEAM dekan ea LeNN AS EKA BULAN BETON MRT AN AA GAN SHARE ARENA 

Jabatan 3 Lane nias naa sanga Ak Ma mak kian (atas nama penyedia barang/jasa) 

Alamat Nara aka ia Ana AA HENNA EN HN ARENA Ma NANANG SA Ga SARAN TENEk Ka NON sana pb Ra KABnabaa PABASAN 

Selarijutnya disebut PIHAK KEDUA neon angan Dana 

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi nomor 

SANA tanggal... tanu... ssatas. pekerjaan santi Ak 

KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Lingkup Pekerjaan .......... ( Menguraikan lingkup pekerjaan sesuai 

spesifikasi,lokasi, jumlah atau volume ) 

2. Nilai pekerjaan Rp............ ( dengan huruf ) 

3. Hak dan kewajiban para pihak. 

a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meniliti,menerima,menolak 

atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau 

mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila 

tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil 

negosiasi/ klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 

b. PIHAK  KESATU mempunyai kewajiban untuk membentuk 

penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh 

PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan 

kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh 

KEDUA BELAH PIHAK, 

c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai spesifikasi,waktu, jumlah atau volume pekerjaan penggadaan 

barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta 

membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan 

peraturan yang berlaku, 

d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila 

PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai 

spesifikasi,jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi 

antara KEDUA BELAH PIHAK, 
  

pakar 
PERA Sai E pa 

Ae: 
  

  

      

 



4. Ja n g k a  w aktu  p e lak san aan  selam a ..... h a ri ka lender m ulai tanggal
.......... ta h u n  sam pai dengan  tangga l......... ta h u n ........ ;

5. K eten tuan  keadaan  k a h a r  : ..........  ( m engu ra iakan  k ead aan  di lu a r
dugaan , pe rk iraan  dan  kem am puan  m an u s ia  yang m engak ibatkan  

kerugian a ta u  m engham bat p e lak san aan  pekerjaan  seperti b en can a  alam , 
k e ru su h a n , dan  lain-lain  u n tu k  m enjadi pertim bagan  dalam  penyelesaian 
pekerjaan  d an  penyelesaian  h ak  d an  kew ajiban p a ra  p ihak  );

6. Sanksi : ......................(m enguraikan b e n tu k  san k si yang d iberikan  kepada
PIHAK KEDUA apab ila  PIHAK KEDUA tidak  m em enuhi k e ten tu an  dalam  
pe laksanaan  pekerjaan  )

7. B isa di tam b a h k an  k esepaka tan  la innya .......

PIHAK KESATU 
Pelaksana  Kegiatan Anggaran

PIHAK KEDUA 
(Penyedia B aran g /Jasa )

( ( )

PARAF
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. Jangka waktu pelaksanaan selama ...... hari kalender mulai tanggal 

. Ketentuan keadaan kahar : ......... ( menguraiakan keadaan di luar 

dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan 

kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, 

kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbagan dalam penyelesaian 

pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak ), 

H BMMLESI 5. siinsonennsansanak (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada 

PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ) 

. Bisa di tambahkan kesepakatan lainnya...... 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Penyedia Barang/Jasa) 

  

  

    

  

 



H. CONTOH FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

( LOGO PEMDA )

P E K E R J A A N  ..........................

N A M A  B A R A N G /J A S A

( . . .  N A M A  D E S A  .. .)

Tahun 2022
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H. CONTOH FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA 

KERANGKA ACUAN KERJA 

(KAK) 

( LOGO PEMDA ) 

PEKERJAAN Lerpene aan 
NAMA BARANG/JASA ....... 

(... NAMA DESA...) 

Tahun 2022 

  

    

 



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PEKERJAAN.....................  ( ... NAMA BARANG/JASA ... )

L atar B elakang

P elaksanaan  U ndang-undang  no 6 ta h u n  2014 

ten tan g  d esa  se rta  p e ra tu ran -p e ra tu ran  di 

bw ahnya te lah  m engam anatkan  ag ar sem ua  

pekerjaan  d ilak san ak an  seca ra  sw akelola 

dengan m em anfaatkan  sum ber daya local baik 

alam  m au p u n  m anusianya  yang ad a  d idesa  

dengan te tap  m epertim bangkan  k u a litas  

pekerjaan  te rsebu t. O lehnya u n tk  m endukung  

pekerjaan  k o n stru k si yang di d esa  m aka perlu 

d ilakukan  p roses pengadaan  b a ra n g /ja d a  di 

desa  dengan m engacu pada  regulasi yang  ada. 

D ikarenakan ada  beberapa b a ra n g /ja sa  yang 

tidak  tersed ia  di desa  d an  tidak  b isa  di ad ak an  

secara  langsung  oleh desa  dan  m asy arak a t 

m aka in i perlu di lakukan  oleh pihak ke tiga 

dalam  hal ini penyedia barang  dan  ja s a  dengan 

te tap  m engikuti k e ten tu an  yang ada.

a) M aksud
M aksud dari kegiatan  ini ad a lah  dalam  
rangka m endu k u n g  p e laksanaan  sw akelola 
di desa

M aksud & T ujuan b) T ujuan
• T ersedianya b a ran g  d an  ja s a  ( B ahan  

B angunan  ).
• D idapatkan  h a rg a  yang m urah
• K ualitas terjam in
• K etersedian b a ra n g /ja sa  terjaga

R uang Lingkup 
Pekerjaan

A dapun ru an g  lingkup pekerjaan  pengadaan 
barang  dan  ja s a  adalah.. b a ran g  yang  ak an  di 
ad ak an  m eliputi :
1. sem en ( contoh  )
2. besi ( C ontoh )
3. seng ( Contoh )
4. dst

S asa ran

• S asa ran  u tam a  yang ingin dicapai adalah  
T ersedianya b ah an  b an g u n an  u n tu k  
m endu k u n g  kegiatan sw akelola di desa

PARAF 
PER A

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PEKERJAAN, Wina siswaresara (... NAMA BARANG/JASA ... ) 

Pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 

tentang desa serta peraturan-peraturan di 

bwahnya telah mengamanatkan agar semua 

pekerjaan dilaksanakan secara swakelola 

dengan memanfaatkan sumber daya local baik 

alam maupun manusianya yang ada didesa 

dengan tetap mepertimbangkan kualitas 

pekerjaan tersebut. Olehnya untk mendukung 

Latar Belakang pekerjaan konstruksi yang di desa maka perlu 

dilakukan proses pengadaan barang/jada di 

desa dengan mengacu pada regulasi yang ada. 

Dikarenakan ada beberapa barang/jasa yang 

tidak tersedia di desa dan tidak bisa di adakan 

secara langsung oleh desa dan masyarakat 

maka ini perlu di lakukan oleh pihak ke tiga 

dalam hal ini penyedia barang dan jasa dengan 

tetap mengikuti ketentuan yang ada. 

a) Maksud 
Maksud dari kegiatan ini adalah dalam 
rangka mendukung pelaksanaan swakelola 

di desa 

Maksud & Tujuan b) Tujuan 
e Tersedianya barang dan jasa ( Bahan 

Bangunan ). 

e Didapatkan harga yang murah 
Kualitas terjamin 

e Ketersedian barang/jasa terjaga 

Adapun ruang lingkup pekerjaan pengadaan 
barang dan jasa adalah, barang yang akan di 
adakan meliputi : 

i 1. semen ( contoh ) Ruang Lingkup 
Pekerjaan 2. besi ( Contoh ) 

3. seng ( Contoh ) 

4. dst 

e Sasaran utama yang ingin dicapai adalah 
Sasarari Tersedianya bahan bangunan untuk 

mendukung kegiatan swakelola di desa 

  

  

  

  

 



Lokasi Kegiatan Desa

Sum ber
P endanaan

Nama dan 
O rganisasi Tim 

Pelaksana 
Kegiatan

S um ber d a n a  : A PB D es.......................
Kegiatan : Pengadaan B arang dan  J a s a  
Pekerjaan : Pengadaan B ahan  B angunan  
Kode Reken ing
Pagu Anggaran : Rp...................- ( tu b s  huruf]

TPK D e s a ................

D ata  Penunjang

Referensi H ukum

K eluaran

• U ndang-U ndang no  6 ta h u n  2014 ten tan g  

Desa

• P era tu ran  Pem erintah No 47 ta h u n  2014 

tan ta n g  p e lak san aan  U ndang-U ndang Desa 

No 6 ta h u n  2014

• Perm endagri No 20 ta h u n  2019 ten tang  

pengelolan k euangan  Desa

• Perka LKPP no 12 ta h u n  2019 ten tan g  ta ta

ca ra  pengadaan  b a ra n g /ja sa  di desa

T ersedianya barang  dan  ja sa  ( b ah an  
B angunan  ) u n tu k  m endu k u n g  kegiatan 
sw akelola di desa

P erala tan  dan  
M aterial dari 

Penyedia J a s a  
Ketiga

Ja n g k a  W aktu 
Penyelesaian

Kwalifikasi
P erusahaan

Perala tan  Pekerjaan yang  d ib u tu h k an  : 
1. Mobil Open Cup

2 ..............

3 .............

(isi huruf) hari kalender

P eru sah aan  d apat m engikuti pengadaan  
b a ran g  dan  ja s a  dengan kwalifikasi :
1. Klasifikasi P eru sah aan

• Toko b a n g u n an /te rn  p a t u sa h a

• B erpengalam an

• Memilik NPWP

• Memiliki s u ra t  izin
•

2. Minimal dalam  k u ru n  w aktu 2 (empat) 
ta h u n  m endapatkan  pekerjaan  sejenis, 
kecuali p e ru sa h a a n  yang berdiri k u ran g  
dari 2 (dua) ta h u n .

3. Telah M elunasi Pajak ta h u n a n  ta h u n  2019
P A R A F

5. 

10. 

11. 

12. 

Lokasi Kegiatan 

Sumber 

Pendanaan 

Nama dan 

Organisasi Tim 
Pelaksana 

Kegiatan 

Referensi Hukum 

Keluaran 

Peralatan dan 

Material dari 

Penyedia Jasa 

Ketiga 

Jangka Waktu 
Penyelesaian 

Kwalifikasi 

Perusahaan 

DESA ser an iadan 

Sumber dana »APBDES: seni owiwransssnat 

Kegiatan — : Pengadaan Barang dan Jasa 

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bangunan 

Kode Rekening 

Pagu Anggaran : Rp... - ( tulis huruf) 

TPK Dea kaitan 

Data Penunjang 

e Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang 

Desa 

e Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2014 

tantang pelaksanaan Undang-Undang Desa 

No 6 tahun 2014 

e Permendagri No 20 tahun 2019 tentang 

pengelolan keuangan Desa 

e Perka LKPP no 12 tahun 2019 tentang tata 

cara pengadaan barang/jasa di desa 

Tersedianya barang dan jasa ( bahan 
Bangunan ) untuk mendukung kegiatan 
swakelola di desa 

Peralatan Pekerjaan yang dibutuhkan : 
1. Mobil Open Cup 

Perusahaan dapat mengikuti pengadaan 
barang dan jasa dengan kwalifikasi : 
1. Klasifikasi Perusahaan 

e Toko bangunan/tempat usaha 

e Berpengalaman 

e Memilik NPWP 

e Memiliki surat izin 

2. Minimal dalam kurun waktu 2 (empat) 

tahun mendapatkan pekerjaan sejenis, 

kecuali perusahaan yang berdiri kurang 

dari 2 (dua) tahun. 

3. Telah Melunasi Pajak tahunan tahun 2019 
PARAF 
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13. Penu tup

4. Memiliki la ta r  belakang dan  pengalam an 
yang lu a s  dalam  bidang pengadaan  
b a ra n g /ja sa , kecuali p e ru sah a a n  yang 
berdiri k u ran g  dari 2 (dua) ta h u n  .

5. Minimal memiliki tenaga  ahli (un tuk  
pekerjaan  k o n stru k si ) :

• Pengalam an Min. 2 Tahun

• Ju m la h  min. 2 O rang

Hal-hal Lain

Dem ikian K erangka A cuan Kerja ini d isu su n  
sebagai lan d asan  dalam  pekerjaan  pengadaan  
B a ra n g /ja sa  ( B ahan  B angunan  ) D e s a .............

D esa........, J a n u a r i  2022
Tim Pelaksana  Kegiatan

1 1

PARAF
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4. Memiliki latar belakang dan pengalaman 

yang luas dalam bidang pengadaan 

barang/jasa, kecuali perusahaan yang 

berdiri kurang dari 2 (dua) tahun . 

5. Minimal memiliki tenaga ahli (untuk 

pekerjaan konstruksi ) : 

e Pengalaman Min. 2 Tahun 

e Jumlah min. 2 Orang 

Hal-hal Lain 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun 
sebagai landasan dalam pekerjaan pengadaan 13, Penutup Barang/jasa ( Bahan Bangunan ) Desa............ 

Desa....... : Januari 2022 

Tim Pelaksana Kegiatan 

pPaRar | 
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I. CONTOH FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )

HPS
“H arga Perkiraan Sendiri”

No.
Nama B a ra n g /ja sa / 

R uang Lingkup 
Pekerjaan

Volume Spesifikasi
Harga

S a tu an
Ket

1

2

3

Ju m lah Rp............

Terbilang ( ................................................................................................................................)

BUPATI POHUWATO,

P A R A F  K O O R D I N A S I  ft

K A B ID .... KEPALA O . I N ^ S  R M P U 3 H U K U M A S I ^ I E N  PEMKESRA A S I S T E N . . . . . . S S O A WA Bj#>

A \ T
1

IL CONTOH FORMAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ) 

    

  

  

            
        

Terbilang ( 

BUPATI POHUWATO, 

SAIPUL A. MBUINGA 5 

  

HPS 
“Harga Perkiraan Sendiri” 

Bem an Ama 

Nama Barang/jasa/ Haasi 

No. Ruang Lingkup Volume | Spesifikasi Ss 8 Ket 
. atuan 

Pekerjaan 

1 

Me ae SG SG | 
2 

. 2 

3 
3 

| Jumlah Meneer: | 

  

  

  

                  

| 
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